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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
penyertaan dan anugerahNya, sehingga hasil kajian ini baleh disusun oleh 3 orang
Tim Kajian yang merupakan profesional dibidang perekonemian, pariwisata,
kelautan dan perncanaan wilayah.

Penyusunan kajian ini, merupakan salzh satu bentuk sinergitas program
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Sulawesi Utara terhadap penetapan Bunaken sebagai Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional oleh Kementerian Pariwisata, dimana diperlukan adanya
pengelolaan yang berkesinambungan terhadap objek wisatanya terutama peran
masyarakat sebagai subjek utama pemegang kendali ekosistem lingkungan di Pulau
Bunaken.

Sebagai icon wisata Sulawesi Utara, Taman Laut Bunaken tentu saja perlu
mendapatkan perhatian khusus, dengan tidak mengabaikan potensi objek wisata
lainnya, sehingga melalul Kajian Pengembangan Pengelolaan Objek Wisata Bunaken
dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi
pemikiran dan langkah-langkah strategis dalam meminimalisir hal-hal yang
menyebabkan turunnya kwalitas serta pamor objek wisata Bunaken dimata para
wisatawan.

Berkaitan dengan kajian ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Sulawesi Utara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Kajian
ini, yaitu, Prof. Dr. Ir. Charles Kepel, DEA, Dr, Bet E| Silisna, MM, Tour, Dr. Vecky A.
J. Masinambow, SE, MS atas dedikasi, profesionalitas dan tanggung jawab yang
ditunjukkan selama penyusunan Kajian ini, penangung jawab program kegiatan
perencanaan, pendamping tugas penelitian, seluruh informan, dan pihak-pihak
lainnya yang turut membantu penyusunan Kajian ini sampai pada proses akhirnya
dalam bentuk buku.



Akhir kata, atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam buku ini,
semoga bisa diimbangi dengan manfaat yang terdapat didalamnya. Kami bersedia
menerima segala kritikan, masukan dan ide-ide strategis lainnya yang akan kami
sempurnakan pada kajian selanjutnya, demi pengembangan pariwisata daerah
kedepan, termasuk pengelolaan objek wisata Bunaken dan potensi wisata lainnya.

Salam,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Ir. Happy T. R. Korah, M5i
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bunaken sebagai salah satu Objek Wisata Alam Indonesia, yang merupakan sebuah
pulau seluas 8,08 km di Teluk Manado, utara pulau Sulawesi, Indonesia. Pulau ini dapat
di tempuh dengan speedboat atau kapal sewaan dengan perjalanan sekitar 30 menit
dari pelabuhan kota Manado. Disekitar pulau terdapat Objek Wisata Taman Laut
Bunaken yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bunaken. Objek Wisata Taman
Laut Bunaken ini memiliki biodiversitas kelautan salah satu yang tertinggi di dunia.
Adanya fasilitas scuba diving mampu menarik banyak pengunjung ke pulau ini. Secara
keselyruhan, Objek Wisata Taman Laut Bunaken meliputi area seluas 75.265 ha dengan
5 pulau yang berada di dalamnya, yakni pulau Manado Tu, pulau Bunaken, Pulau
Siladen, Pulau Mantehage berikut beberapa anak pulaunya, dan Pulau Naen. Meskipun
meliputi area 72.265 ha, lokasi penyelaman terbatas di masing-masing yang mengelilingi
pulau itu. Objek Wisata Taman Laut Bunaken memiliki 20 titik penyelaman dengan
kedalaman bervariasi hingga 1.344 m. Dari 20 titik selarn, 12 titik selam di antaranya
berada di sekitar pulau Bunaken. Dua belas titlk penyelaman inilah yang paling kerap
dikunjungi penyelam dan pecinta keindahan pemandangan dibawah laut, Sebagian
besar dari 12 titik penyelaman di Objek Wisata Taman Laut Bunaken berjajar dari bagian
tenggara hingga bagian barat laut pulau tersebut. Di wilayah inilah terdapat
dinding-dinding karang raksasa yang berdiri vertikal dan melengkung ke atas. Dinding
Karang ini juga menjadi sumber makanan bagi ikan-iken di perairan sekitar Pulau
Bunaken

Taman Nasional Bunaken memiliki beragam potensi alam yang terkandung di
taman |aut seluas 75,265 hektar. Potensi biologi daratan di pulau-pulau Taman Nasional
Bunaken kaya dengan jenis-jenis flora palma, sagu, woka, silar dan kelapa. Pohon
mangga, pisang dan buah-buahan lain tersebar dimana-mana yang menjadi makanan
bagi aneka serangga burung dan kelelawar. Jenis-jenis faunanya antara lain Yaki (kera
nitam Sulawes) dan Kuskus yang merupakan penghuni hutan di Pulau Manado Tua.
Rusa terdapat di rawa-rawa pulau Mantehage pada siang hari dan keluar merumput di
senja hari.

Taman laut ini juga memiliki banyak potensi rumput laut yang berada di dekat dekat
Arekan Wawontulap. Habitat rumput laut merupakan habitat bagi jenis duyung dan
penyu laut, Selain itu, hutan bakau pun tak ketinggalan, lebih kurang 1800 ha luasan
hutan bakau di Taman Naslonal Bunaken. Hutan bakau ini berperan sebagai penyaring
endapan lumpur dari daratan dan mencegah erosi garis pantal. Hutan ini kaya dengan
berbagal jenis. Kepiting, udang, moluska, dan ikan-ikan muda dari berbagai jenis. Juga



Pantai pasir P. Bunaken, Manado Tua dan terutama Siladen kaya dengan kehidupan
berbagai jenis umang, kepiting dan udang. Terumbu tepian mendominasi perairan
pesisir, selain terumbu penghalang. Yang paling menarik adalah tebing karang vertikal,
menghujam di bawah permukaan air hingga 25-50 meter. Terdapat 58 jenis keluarga
binatang karang sudah teridentifikasi. Karang berkulit keras yang berjasa membangun
terumby karang. Belalainya yang, walau hanya 1 mm, mengeluarkan zat kapur
yangmembentuk terumbu karang. Tebing bawah air memiliki banyak ceruk, celah dan
rekahan, tempat persembunyian berbagai jenis vertebrata dan invertebrata laut.

Di wilayah ini, terdapat 22 desa dengan jumiah penduduk sekitar 35.000 jiwa.
Penduduk yang didominasi petani dan nelayan tersebut sangat mengandalkan hasil alam
dan ekowisata. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan atau petani kelapa, ubi
jalar, pisang dan rumput laut untuk diekspor, sementara sebagian lainnya bekera
sebagai pemandu, pekerja di cottage dan nahkoda kapal. Itu artinya, masyarakat di
sekitar Taman Nasional Bunaken mengoptimalkan peluang usaha yang dapat dilakukan
di sekitar tempat tersebut (Nugroho L. 2011).

Salah satu keunikan Taman Nasional Bunaken adalah kedalaman laut yang
memisahkannya dengan daratan Sulawesi, yang bisa mencapai 1000 meter. Kedalaman
ini menjadi semacam tekanan berbagai aktivitas manusia di daratan Sulawesi yang
dapat berpengaruh buruk terhadap Taman Nasional Bunaken. Mungkin inilah yang
menyebabkan Taman Nasional Bunaken sampai saat ini intensitas kerusakan masih lebih
rendah dibandingkan taman laut lainnya. Walaupun tetap saja masih ada yang acuh
terhadap lingkungan taman laut inl, seperti teknik penangkapan ikan yang merusak
lingkungan, penambangan terumbu karang, penebangan pohon bakau dan wisata yang
mulai tidak terkendali,

Setelah dilihat betapa besarnya potensi alam yang terkandung di Taman Nasicnal
Bunaken, amat disayangkan jika tidak adanya tindakan keberlanjutan ekologi yang
dapat mengembangkan keberadaan potensi di Taman Nasional Bunaken. Potensi alam
yang ada sangat mampu untuk diberdayakan dalam objek yang lebih luas. Jika ditelaah
pada sudut pandang objek wisata, bagi negara berkembang, seperti Indonesia ini,
industri pariwisata sangat diharapkan mampu meningkatkan ekonomi. Keberlanjutan
ekologi tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan ekowisata yang dapat
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan juga dapat
mengkonservasi warisan alam serta budaya. Konsep ekowisata merupakan metode
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata yang ramah lingkungan dengan
melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku wisata dan sudah seharusnye masyarakat
mendapat dampak positif dari konsep ekowisata ini demi mendukung adanya
keberlanjutan ekologi. Partisipasi masyarakat lokal ini bisa menjadi titk kunci dalam
pengembangan ekowisata sekaligus dapat memotivasi mereka untuk lebih bertanggung
jawab terhadap pemeliharaan lingkungan & pelestarian alam serta budaya.
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Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu objek wisata bahari vang sangat
tinggi akan potensi alam yang dikandungnya, mulai dari potensi yang berhabitat di
daratan, hutan bakau, hingga di laut dalam. Keterlibatan masyarakat di dalamnya tentu
beragam, ada yang mengoptimalkan taman laut ini sebagai ladang untuk menggali
usaha, ada juga yang memperburuk kondisi bahari taman laut ini. Seperti teknik
penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan, penebangan hutan bakau,
penambangan terumbu karang, serta aktivitas para wisatawan vang tak terkendall
sehingga dapat menurunkan kualitastaman laut ini. Tapi di luar konteks itu, segala
potensi yang terkandung di Taman Nasonal Bunaken sangat mungkin untuk
diberdayakan demi terciptanya keberlanjutan ekoloai.

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sesuai Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010 - 2025, Pengelolaan Objek Wisata
Bunaken harus dilakukan secara terpadu dan bersinergi antara Pemerintah, Masyarakat
dan Stskeholder. Oleh Karena itu dibutuhkan kajian mendalam mengenai

Pengelolaannya.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan obyek wisata Bunaken, maka dalam
jangka pendek sangat diperiukan peninjauan kembali mengenai bentuk pengelolaan
serta bentuk pemberdayaan masyarakat local di Pulau Bunaken Khususnya dan
keterkaitan dengan masyarakat sekitar terdekat.

Maksud Kajian peninjauan kembali mengenai bentuk pengelolaan dan bentuk

pemberdayaan masyarakat lokal tersebut adalah berkaitan dengan upaya

pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan sekitarnya, yakni:

1. Mempercepat Pertumbuhan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk
menunjang Pengembangan Kawasan Strategisi Pariwisata Bunaken dan sekitarnya

2. Meninkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat KSPN Bunaken dan sekitarnya

3. Memperkuat sinergi antara Pemerintah dan Stakehaolder dalam membangun KSPN
Bunaken dan sekitarnya

4. Mengoptimalkan Peran dan sinergi Organisasi Pemerintah seperti DPTNB, DMO,serta
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota dalam pengelolaan
KSPN Bunaken dan sekitarnya

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Undang_Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

1.2.2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

1.2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam;



1:2:4,
1.2.5,
1.2.6.
1.3

1.3:1.
1.3.2.

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan nasional Tahun 2010-2045;
Peraturan Daerzh Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025
Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015

Maksud Dan Tujuan

Untuk menemukan bentuk pengelolaan obyek wisata yang dapat memberikan
pelayanan yang efektif

Untuk menemukan bentuk pemberdayaan yang relevan bagi masyarakat lokal
Pulau Bunaken dan keterkaitan dengan masyarakat sekitar (pulau) terdekat.

Manfaat

Manfaat kajian ini adalah:

1.4.1,

4.2,

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.5,

1.6.

Memberi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi Pemerintah
Pusat dan Daerah

Sebagai bahan masukan bagi para stakeholder dalam melakukan
pembangunan di KSPN Bunaken dan sekitarnya

Menyediakan dokumen kajian yang dapat menjadi bahan masukan daiam
pengambilan keputusan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota

Menyediakan dokumen Kajian berkaitan dengan Pengembangan KSPN
Bunaken dan sekitarnya sebagai salah satu acuan penyusunan rencana
strategis Satuan kerja Perangkat Daerah terkait dengan pembangunan
kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Utara.

Menyediakan dokumen berkaitan dengan Pengembangan KSPN Bunaken dan
sekitarnya yang akan menjadi salahsatu acuan penyusunan rencana kerja
Satuan kerja Perangkat Daerah terkait dengan pembangunan kepariwisataan
di Provinsi Sulawesi Utara

Menyediakan dokumen berkaitan dengan Pengembangan KSPN Bunaken dan
sekitarnya yang akan menjadi salahsatu acuan perumusan kebijakan
stakeholder pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara

Keluaran/Output

Keluaran/Qutput kajian adalah dapat diperoleh dokumen yang memberikan
bahan mengenai bentuk pengelolaan Obyek Wisata dan Bentuk
Pemberdayaan masyarakat lokal Pulau Bunaken dan keterkaitan dengan
masyarakat (Pulau terdekat).

Ruang Lingkup Kajian Dan Sistimatika Laporan
Ruang lingkup kajian hanya khusus pada membahas bentuk pengelolaan
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(manajemen} obyek wisata dan bentuk pemberdayaan masyarakat yang
sesual dengan kondisi dan karakteristik |okal Pulau Bunaken dan Masyarakat

(Pulau) terdekat.

Adapun sistimatika laporannnya adalah sebagai berikut:

BabI : Pendahuluan; yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan
ruang lingkup.

Bab IT : Situasi dan Kondisi Umum Obyek Wisata Bunaken

Bab III : Deskriptif Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Bunaken dan Pulau Sekitarnya

Bab IV : Analisis dan Pembahasan Bentuk Pengelolaan Obyek Wisata

Bab 'V : Analisis dan Pembahasan Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Pulau
Bunaken dan Keterkaitan dengan Masyarakat Pulau Terdekat

Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

1.7. Metode Penelitlan

Data dan Sumber serta Lokasl: Data sekunder dan data primer. Data sekunder
diperoleh dari Instansi Pemerintah dan Swasta yang relevan. Data Primer diperoleh
dari masyarakat dan tokoh masyarakat serta apparat pemerintah di Pulau Bunaken
dan Pulau sekitarnya; serta pihak lainnya. Pihak lainnya meliputi: aparat pemerintah
dan pengusaha serta masyarakat (yang relevan) di kecamatan dalam ruang lingkup
Pulau Bunaken dan Pulau di Sekitarnya, Kota Manado, Kabupaten MInahasa, dan
Kabupaten Minahasa Utara. Kota dan Kabupaten tersebut memiliki keterkaitan
langsung dengan Bunaken dan sekitarnya.

Teknik Pengambilan Sampel: Sampel (responden) diambil secara purposive
yakni langsung mengarah kepada pihak yang relevan dengan kajian.

Metode Survey: Metode yang digunakan oleh Tim Survey adalah Interview
dengan prinsip membangun pertemanan. Inilah yang membedakan dengan metode
sirvey lainnya yang hanya mengandalkan wawancara sehingga data yang dihasilkan
hanya sebatas jawaban sesuai pertanyaan yang terkadang hanya keluar secara
spontan dan diragukan kebenarannya. Metode Interview dengan membangun
pertemanan dapat menghasilkan jawaban yang benar-benar keluar dari lubuk hati
yang terdalam dari koresponden yang diinterview sehingga bukan hanya data yang
didapat tetapl Issue yang ada di masyarakat yang keluar,

Metode Analisis: Dilaksanakan secara deskriptif dan dipadukan dengan analisis
lainnya yang relevan. Disamping itu dalam rangka mempersamakan persepsi
mengenai pembahasan hasil dan rekomendasi dilakukan FGD melibatkan pihak
terkait yang relevan. Kemudian dilaksanakan studi Bersmarking di daerah atau obyek
yang memiliki kemiripan dan relevan untuk studi.



BAB II
SITUASI DAN KONDISI UMUM OBYEK WISATA BUNAKEN

2.1. Status Taman Nasional Bunaken

Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasl Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Taman nasional adalah kawasan
pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi
yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Oleh sebab itu maka pengembangan obyek wisata Bunaken memiliki nilai
strategls yang berkaltan dengan baerbagai macam kepentingan.
Kepentingan-kepentingan tersebut harus diseimbangkan antara tujuan konservasi
dan tujuan pemanfaatan secara ekonomi.

2.2. Bunaken Sebaga Kawasan Pelestarian

Kawasan Pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Salah satu taman nasional adalah Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional
Bunaken ini terletak di Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado, Kabupaten Minahasa,
Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan). Taman Nasional
Bunaken ini terbagi dalam 2 wilayah, yaitu:

4 Utara terletak 1035'41” - 1132'16" LU dan 124_.50'50" — 1241149'22,6" BT,
terdiri dari 5 pulau (Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Nain)
dan pesisir desa  Molas - Tiwoho yang disebut pesisir Molas — Wori dengan
luas 75.265 ha.

1 Selatan terletak 17724'0" - 17116'44"LU dan 124 7138'3" — 124 332'22" BT, terdiri
dari  pesisir desa Poopoh sampai Popareng yang disebut pesisir
Arakan-wawontulap.
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Menurut Statistik PHKA (2012), di Indonesia terdapat Cagar Alam (darat dan
laut), Suaka Marga Satwa (darat dan laut), Taman Nasional (darat dan laut), Taman
Wisata Alam (darat dan laut), Taman Hutan Raya, Taman Buru, dan KSP-KPA di
mana lebih jelasnya dapat diamati pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Jumizh dan luasan kawzsan konservasi di Indonesia

1. Cagar Alam

a. Darat 218 3.223.001,66
b. Laut ] 152.610,00
Jumlah 221 4 075.611,68
2. Suaka Marga Satwa
a Darat 71 5.024.138,2¢8
b. Laut q 5.588,25
Jumiah 75 5.029.726,54
3. Taman Nasional
a. Darat 43 12.328.523,34
b. Laut 7 4.043.641,30
Jumlah 50 16.372.064,64
4. Taman Wisata Alam
a. Darat 101 25T7.323,85
b. Laut 14 491.248,00
Jumiah 116 748.571,85
8. Taman Hutan Raya 23 351.680,41
6. Taman Buru 13 220.851.,44
7. KSA-KPA 24 309.880,30
Jum lah Kawasan Konservasi 404 22.415.459,28

Darat
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a. Keberadaan Terumbu Karang

Jenis terumbu utama TN Bunaken adalah terumbu tepi. Terumbu tepi yaitu terumbu
yang tumbuh di sepanjang garis pantai/ di sekeliling pulau.
Lebih dari 58 genus dan sub-genus karang keras yang telah diidentifikasi yang ada di TN
Bunaken dengan lebih dari 2.000 spesies ikan dimana untuk ikan kupu-kupu saja paling
tidak ditemukan 39 spesies.

b. Keberadaan Mangrove
Luas hutan mangrove + 2.000 ha, merupakan 20% dari seluruh hutan mangrove

yang ada di Sulawesi Utara. Terdapat 29 species yang sudah diidentifikasi dengan jenis
dominan yaitu lolaro (Rhizophora sp.), api-api (Avicennia sp.) dan posi-posi (Sonneratia
sp.)

¢. Padang Lamun

Terdapat 8 jenis lamun di TN Bunaken yaitu: Halophyla ovata, H. ovalis, Cymodocea
rotundata, Thalassodendron sp., Thalassia hempricii, Cymaodocea serrulata,
Syringodium isoetifolium, dan Enhalus acoroides,

d. Keberadaan Hutan Daratan
Hutan primer daratanfgunung terdapat di Manado Tua. Terdapat spesies endemik

diantaranya yaki (Macaca nigra) dan tarsius (Tarsius spectrum)

2.3. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

Berdasarkan Permenhut No. P.03/Menhut-I11/2007 Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Taman Nasional (diubah dgn Permenhut No: P. 52/Menhut-11/2002).
Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi:
Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi
Pengelolaan kawasan taman nasional;
Pengelolaan kawasan taman nasional;
Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan taman nasional;
Pengendalian kebakaran hutan;
Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya,
h. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

serta pengembangan kemitraan;

i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional,
Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam,
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

o mponow
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2.4, Kendala Pelaksanaan Aturan

Berbagai Kendala selama ini terjadi dalam rangka melaksanakan berbagai

regulasi untuk pengembangan Bunaken sebagai kawasan strategis pengembangan
Pariwisata dengan prinsip keseimbangan antara tujuan konservasi dan tujuan
pemanfaatan secara ekonomi. Dari berbagai identifikasi yang pernah dilakukan
yakni dapat dikemukakan sebagai berikut:

a.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan kawasan
konservasi tetap terjaga; di mana hal ini motif kepentingan ekonomi memiliki
kecenderungan yang semakin berkembang dan dalam beberapa kasus
mengabaikan konservasi.

. Pembangunan sarana prasarana pariwisata khususnya di pulau Bunaken dan

Siladen yang kurang terkendali dari aspek daya dukung kawasan;
Beberapa pembangunan fisik mengganggu siklus biologi dan ekologi (reklamasi
pantal dan pembuatan talud/tanggul pantai);

. Komunikasi dan koordinasi lintas sektor belum terjalin optimal dalam hal

pembangunan berkelanjutan ;

2.5. Dukungan Program Infrastruktur

Adapun dukungan program infrastruktur oleh pemerintah dan Institusi terkait

saat ini dapat dikemukakan bahwa telah beberapa yang dilakukan, yakni:

a.
b.
o

Sarana pengolahan air laut menjadi air bersih khususnya di wilayah kepulauan;
Tower komunikasl dan telekomunikasi;

Sarana trasnportasi laut publik yang kontinue dan layak melayani wilayah
kepulauan;

. Mouring bouy/ mercu suar pada wilayah terumbu karang;
. Infrastruktur pengembangan pariwisata, khususnya pada pusat kunjungan

wisata;
Penataan pemukiman penduduk lokal di sepanjang pantai

. Sanitasi dan MCK di pemukiman penduduk yang layak;
. Optimalisasi dermaga masyarakat yang sudah ada,

2.6. Solusl Pemecahan Kendala

Beberapa solusi dalam rangka pemecahan masalah dari kendala yang dihadapi

adalah sebagai berikut:

a.
b.

10

Melakukan penyadartahuan kepada masyarakat;

Pembangunan fisik harus disesualkan dengan fungsi kawasan konservasi sesuai
peraturan perundangan;

Mengedepankan AMDAL dalam memberikan rekomendasi pembangunan fisik di
kawasan;

. Menjalin kemunikasi dan koordinasi lintas sektor yang efektif dalam hal

percepatan pembangunan di kawasan dengan tetap menjaga kelestarian dan
keutuhan kawasan;
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2.7. Keberadaan Bunaken dalam Struktur Ruang Kota Manado

Rencana struktur ruang Kota Manado tercantum pada gambar di bawah ini.
Struktur ruang terdiri dari Sistem Pusat Pelayanan, Jlaringan jalan/terminal, dan
Prasarana Utama yang mencakup sistem sirkulasi laut dan sistem sirkulasi wisata antar

pulau.

Gambar 2.2.
Struktur Ruang Kota Manado

. .

it bt
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Khusus untuk rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Wisata,
maka akan dibangun dan dikembangkan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: pertama, di sekitar
kawasan Pelabuhan Manado atau disekitar Kawasan ITC Marina untuk melayan! aktivitas
pariwisata di kawasan daratan Kota Manado; kedua, di kawasan Pulau Bunaken untuk
melayani aktivitas pariwisata di kawasan Pulau Bunaken; ketiga, di Pulau Manado Tua
untuk melayani aktivitas pariwisata di kawasan Pulau Manado Tua (karena wilayah Pulau
Siladen hanya kecil, maka rencana pengembangan Pelabuhan Wisata di Pulau Siladen ini
digabungkan dengan rencana pembangunan jettl/ halte laut).
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Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi Tatanan Kepelabuhanan.
Keberadaan pelabuhan laut Manade menjadi salah satu aset berharga yang dimilik
oleh wilayah Kota Manado, untuk itu keberadaannya perlu dimantapkan dan
dikembangkan dengan cara: peningkatan fungsi pelabuhan Manado. Pelabuhan
Manado ditetapkan sebagai pelabuhan nasional dengan prioritas tinggi, dan
penyusunan Masterplan pengembangan pelabuhan Manado. Alur pelayaran &
wilayah laut Kota Manado untuk mendukung sistem transportasi laut terdiri atas
pengembangan alur pelayaran berdasarkan alur yang telah ditetapkan oish
departemen perhubungan; perlindungan dan pembebasan wilayah alur laut dar
aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran beroperasinya transportasi umum
laut; dan pengembangan alur pelayaran yang lebih luas lagi jangkauan pelayaran
dari pelabuhan Manado, seperti: pengembangan jalur laut Manado — Bandars
Tatapaan di Amurang; pengembangan jalur laut menuju ke kawasan kepulauan &
wilayah Kepulauan Maluku bagian utara. Pembangunan dan pengembangan
penunjang kepelabuhanan di wilayah Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3), meliputi pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan
Manado, seperti dermaga, kantor pelabuhan, ruang tungqu penumpang, bongkar
muat barang, parkir, dll, pembangunan dan pengembangan mercu suar pads
beberapa lokasi, seperti peningkatan fungsi mercu suar eksisting di di kawasan
Gunung Wenang pada kawasan Hotel Peninsula yang termasuk wilayah Kelurahan
Lawangirung; dan pembangunan mercu suar baru di kawasan Pulau Manado Tua.
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BAB III
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
BUNAKEN DAN SEKITARNYA

3.1. Pendahuluan
Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan sekitanya merupakan Daerah Tujuan

Wisata yang memiliki komponen daerah tujuan wisata yang saling mendukung.

Komponen daerah tujuan wisata tersebut meliputi:

1. Attractions atau daya tarik wisata yang secara umum dapat dipilah dalam daya tarik
bahari, daya tarik budaya dan daya tarik buatan.

2. Amenities atau fasilitas dan layanan pendukung wisata antara lain akomodasi, jasa
boga serta aneka jasa lain termasuk retail dan jasa rekreasional lainnya.

3. Access atau aksesibiliti menuju ke kawasan wisata maupun di dalam daerah kawasan
wisata tersebut.

4, Ancillary services yang meliputi kegiatan pemasaran, pengembangan serta
koordinasi,

Siklus pengembangan pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan
sekitarnya tentu saja mengalami siklus perkembangan sebagaimana dalam teori sikius
hidup area wisata yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Mumber of Toprizis

b

Rajuvension -

b Explorstion

&

Gambar 3.1: Siklus Hidup Area Wisata (Buttler dalam Pitana, 2005)
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Kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya perlu mempertimbangkss
hal-hal sebagai berikut:

o

Jarak atau rute yang praktis di mana semua objek dan elemen sepanjang rute
terfasilitasi dan tergambarkan. Kawasan Bunaken sebagai tempat pergerakan
hendaknya menunjukkan keharmonisan dan terintegrasi antara satu dengan
yang lainnya.

Kendisi lingkungan Bunaken merupakan kawasan bahari bukan hanya
mempertimbangkan objek dengan ruang saja tetapi juga objek dan pengunjunc.
Rangkaian unsur—unsur dalam kawasan Bunaken harus tertata dengan baik dan
dalam rangkaian yang dapat diintepretasikan oleh pengunjung.

Objek wisata yang ideal dari suatu kawasan wisata bahari dan fungsi kawasan
harus serasi dengan kondisi dari kawasan Bunaken itu sendiri.

Pertimbangkan keseimbangan dalam pengembangan kawasan strategis pariwisats
Bunaken dan sekitarnya yaitu:

L.

Pelestarian, yang harus dilakukan terhadap berbagai sumberdaya budaya dan
bahari (cultural and natural resources) terutama yang tidak dapat tergantikan
dan tidak terbalikkan (irreversible).

Pemanfaatan dan optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya serta
berbagai asset yang masih belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini meliput
banyaknya objek daya tarik yang memiliki potensi namun belum banyak
dikunjunagi, fasilitas pendukung yang masih belum termanfaatkan secara optima’
serta kegiatan yang belum dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik kawasan ini.
Pembangunan yang dapat dilakukan terhadap bagian pengembangan kawasan
strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya untuk memperoleh keuntungan,
baik dari sisi sosial budaya, kemasyarakatan maupun dari sisi ekonomi. Aspek
finasial ini juga digunakan untuk melakukan subsidi terhadap tindakan
pelestarian dan optimalisasi.

Kriteria dan destinasi pariwisata unggulan menurut Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. 37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi
Pariwisata Unggulan yang ada hubungannnya dengan pengembangan kawasan
strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya menguraikan sebagai berikut :

'F‘I-E.H-L‘LLA.'IMI—I-

Ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata
Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum
Aksesebilitas

. Kesiapan dan Keterlibatan masyarakat

Potensi pasar
Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.
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Selain itu pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya juga
perfu menerapkan konsep zonasi perencanaan kawasan pariwisata yaitu:

1. Tripartite Concept

a. Core zone atau main zone merupakan zona inti atau atraksi sebuah kawasan
pariwisata yang harus tetap terjaga dan memberi khas atau tema kawasan pariwisata
tersebut dan memiliki building rationya antara 10%-20% dari luas keseluruhan.

b. Buffer zone yaitu merupakan zona penyangga berupa are natural yang berbentuk
lanskap yang berfungsi sebagai penyangga atau penyeimbang untuk aktifitas
maupun fasilitas yang ada dikawasan tersebut. Building Rationya antara 60%-80%
dari luas keseluruhan.

c. Service Zone atau Public Zone yaitu merupakan zona pelayanan yang biasanya
digunakan untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan untuk dikomersilkan.
Building Rationya 20% dari luas keseluruhan.

2. Concept of Honey Pot

Konsep ini merupakan salah satu aplikesi darl Clustering Concept vyang
mengkonsentrasikan fasilitas, prasarana, dan aktifitas pengunjung pada suatu area.
konsep ini diterapkan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi baik
penduduk, aktivitas, maupun bangunan dan lokasinya berdekatan dengan pusat
aksesibilitas.

Peletakan zonasi dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan

sekitarnya yaitu sebagai berikut:

3. Zona inti: Lokasi dimana atraksi atau daya tarik utama wisata berada. Aktivitas utama
berwisata didaerah ini harus dilengkapi dengan fasilitas utama.

b. Zona penyangga (buffer zone): Merupakan daerah antara atau buffer antara dua
kegiatan yang berbeda, yaiyu aktivitas utamea dan fasilitas pendukung, Fungsi utama
daerah ini adalah menjaga citra Objek dan Daya Tarik Wisata dan kenyamanan
pengunjung.

€. Zona pelayanan: Suatu area dimana seluruh aktivitas dan fasilitas pendukung
ditempatkan.

d. Zona Wisata: Pengembangan kawasan wisata bahari harus mengikuti prinsip-prinsip
pengembangan dan perencanaan pemanfatan kawasan terdiri dari subsistem tata
ruang atau pendaerahan (zoning). Penzoningan tersebut digambarkan dalam 4
(empat) zona Lawson dan Bovy, 1977.

Untuk pertimbangan tentang keseimbangan dalam perencanaan, pengembangan
kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya tentu saja memilik skema satuan
ruang wilayah (region) pariwisata dan unsur pembentuknya yang dapat dilihat pada
garmbar berikut ini:
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Potential travelers, tourists, recreati

Potential travelers, tourists, recreationals.

Gambar 3.2: Kawasan pariwisata dan unsur pembentuknya (Wardhono, 2015)

Kawasan Strategis Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunya
pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya bahari, daya dukung lingkungan
hidup, serta pertahanan dan dan keamanan. Untuk pengembangan kawasan
strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya merujuk pada penetapan kawaszn
strategis pariwisata menurut UU 10/2009, Pasal 123, Ayat 3 yaitu yang dapat dilihat
pada gambar di bawah ini:

ditatapkan oleh
Pemerintah

ditetapkan oleh
Pemaerintah Daerah

previnsd
e e
 Kawasan Strategis '\ ditetapken oleh
: parfwi“ta il Pemerintah Daerah
s abuﬁtﬂnﬁ(ﬂm’ %) kabupaten/kota

Gambar 3.3: Jenis dan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata (UU 10/2009, 23:3)
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Selanjutnya rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan
sekitarriya diarahkan kepada pola pengembangan yang terstruktur dengan
memperhatikan hal-hal penting sebagaimana pada gambar di bawah ini;
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Gambar 3.4 Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata (Warhong, 2015)

3.2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Salah safu isu strategis dalam pembangunan kepariwisataa Indonesia adalah
penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak tahun 2008.
Kementeran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2014-2014 memprioritaskan 16
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Gambar 3.5 menunjunkkan peta dari 88
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
MNasional.
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Gambar 3.5: Peta Sebaran 88 (Delapan Puluh Delapan) Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (RIPPARNAS 2010-2025)
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Daftar 88 (Delapan Puluh Delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
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11.
12.
13,
3%
15.
16.
18.
15,
20.
21.
22.
3.
24.
25,
26.
27.
28.
29,
30.
31,
32,
33.
34.
35.
36.
37
38.
39.
40,
41,
42.

KSPN. Kintamani—Danau Batur dan sekitarnya
KSPN. Komodo dan sekitarnya

KSPN. Borobudur dan sekitarnya

KSPN. Rinjani dan sekitarnya

KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya
KSPN. Toba dan sekitarnya

KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya

KSPN. Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya
KSPN. Bunaken dan sekitarnya

KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya

KSPN. Pangandaran dan sekitarnya

KSPN, Toraja dan sekitarnya

KSPN, Ende—Kelimutu dan sekitarnva

KSPN. Kota Tua—Sunda Kelapa dan sekitarnya
KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya

KSPN. Teluk Dalam-Nias dan sekitarnya
KSPN. Dieng dan sekitarnya

KSPN. Wakatobi dan sekitarnya

KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya
KSPN. Siberut dan sekitarnya

KSPN. Derawan-Sangalaki dan sekitarnya
KSPN. Bitung-Lembeh dan sekitarnya

KSPN. Singkarak dan sekitarnya

KSPN. Sentarum dan sekitarnya

KSPN. Bandaneira dan sekitarnya

KSPN. Weh dan sekitarnya

K5PN. Kep Seribu dan sekitarnya

K5PN, Ujung Kulon- Tj. Lesung dan sekitarnya
KSPN. Togean-Tomini dan sekitarnya

KSPN. Merapi-Merbabu dan sekitarnya

KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya

KSPN. Tambora dan sekitarnya

KSPN. Tangkahan dan sekitarnya

KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)
KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya
KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya

KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya

KSPN. Trowulan dan sekitarnya

KSPN, Way Kambas dan sekitarnya

KSPN. Prambanan—Kalasan dan sekitarnya
KSPN. Kuta—Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya
KSPN. Morotai dan sekitarnya




43.
44,
45,

47.
48.
49,
50.
51.
52,
53.
54.
55.
56.
57,
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
£8.
69.
Z70.
/1.
74
73.
/4.
5.
/6.
77.
78.
79.
80.
81.
82,
83.
84.
85.
36.
87.
88.

KSPN,
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
K5PN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN,
KSPN.
KSEN.
KSPN.
KSPN,
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPH.
KSPN.
KSPN,
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN,
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN,
KSPN.
KSPN.
KSPH.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPN.
KSPHN.

-k VA SHE
e A LR e
SnpelaiEan
| [HeafiLg

Sentani dan sekitarnya

Sangiran dan sekitarnya

Takabonerate dan sekitarnya

Rupat dan sekitarnya

Agats-Asmat dan sekitarnya
Pagarbahari dan sekitarnya

Krakatau dan sekitarnya

Natuna dan sekitarnya

Alor-Kalabahi dan sekitarnya
‘fogyakarta Kota dan sekitarnya
Lhoksado dan sekitarnya

Karst Pacitan dan sekitarnya

Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya
Gili Tramena dan sekitarnya

Moyo dan sekitarnya

Kota Bangun—Tanjung Isuy dan sekitarnya
Kayan Mentarang dan sekitarnya
Ciwidey dan sekitarnya
Tomohon-Tondano dan sekitarnya
Danau Ranau dan sekitarnya

Biak dan sekitarnya

Tangkuban Perahu dan sekitarnya
Maninjau dan sekitarnya
Nemberala—Rotendao dan sekitarnya
Pantai Selatan Yogya dan sekitarnya
Karst Gunung Kidul dan sekitamya
Halimun dan sekitarnya

[jen—Baluran dan sekitamya
Waikabubak-Manupsh Tanah Daru dan sekitarnya
Karangasem— Amuk dan sekitarnya
Lagoi-Bintan dan sekitamya

Enggano dan sekitarnya

Bandung Kota dan sekitarnya
Puncak—Gede Pangrango dan sekitarnya
Teluk Cenderawasih dan sekitarnya
Menjangan—Pemuteran dan sekitarmya
Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya
Tulamben—Amed dan sekitarnya
Bedugul dan sekitarnya

Nusa Penida dan sekitarnya

Ubud dan sekitarnya

Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya
Long Bagun dan sekitarnya

Sambas dan sekitarnya

Gorontalo Kota-Limboto dan sekitarmya
Wazur—Merauke dan sekitarnya
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Dari 88 KSPN terdapat 16 kawasan yang akan diprioritaskan yaitu

Danau Toba (Sumatera Utara)
Kepulauan Seribu (DKI Jakarta)

Kota Tua - Sunda Kelapa (DKI Jakarta)
Borobudur (Jawa Tengah dan D.1. Yogyakarta
Bromo - Tengger - Semeru (Jawa Timur)
Kintamani - Danau Batur (Bali)
Menjangan, Pemuteran (Bali)

Kuta, Sanur, Nusa Dua (Bali)

Rinjani (Nusa Tenggara Barat)

10. Pulau Komodo (Nusa Tenagara Timur)
11. Ende - Kelimutu (Nusa Tenggara Timur)
12. Tanjung Puting {Kalimantan Tengah)

13. Toraja (Sulawesi Selatan)

14, Bunaken (Sulawesi Utara)

15. Wakatobi (Sulawesi Tenggara)

16. Raja Ampat (Papua Barat)

OO NS WA

Secara rinci kawasan ini dianalisis lebih jauh lagi sebagal berikut:

1. Toba serta Danau Batur di Kintamani (Bali) akan dijadikan geowisata.

2. Kepulauan Seribu , Menjangan, Pemuteran, Kuta, Sanur, Nusa Dua, Bunaken
Wakatobi, dan Raja Ampat akan dikembangkan menjadi Kawasan Wisata
Bahari.

3. Kota Tua - Sunda Kelapa, Borobudur, dan Toraja sebagai kawasan budaya
pusaka.

4. Lima KSPN yaitu Bromo, Tengget, Semeru, Rinjani, Komodo, Ende sampai
Kelimutu, dan Tanjung Putting akan dijadikan kawasan ekowisata.
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3.3. Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya

Kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya dapat dilihat pada gambar 3.6
berikut ini:
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Gambar 3.6: Peta Kawasan Pariwisata Bunaken dan Sekitarmya (RIPPARNAS, 2010-2025)
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Dalam Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Bunaken dan
sekitarnya kawasan pariwisata telah ditentukan yaitu lokasi penyelaman, canoing,
dugong watch, mangrove walk, dolphin watching, swimming, dolphin watching, bird
watching, trekking and turtle nesting sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.7
berikut ini:

>

= '} [

Gambar 3.7: Peta wisata Taman Nasional Bunaken (BTNB, 2010)
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Selain itu TNB juga memiliki rencana pembangunan sarana dan prasarana antara lain
jalur transportasi, homestay/cottage, publik toilet dan desa wisata data dilihat pada
gambar 3.8. berikut ini:
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Gambar 3.8: Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana TNB (BTNB, 2010)
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Secara detail desa-desa pesisir dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken bagian
Selatan dapat dilihat pada peta berikut ini:
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Gambar 3.9: Desa-desa Pesisir dalam kawasan TNB bagian Selatan (Lagarense et al, 2005)

L

24

Desa Poopo merupakan desa berpotensi wisata berbasis masyarakat. Memiliki
sumberdaya alam yang baik seperti adanya pantal, pemandangan menarik,
penyu, dugong, air terjun, waruga, kuda laut, terumbu karang yang bagus
untuk penyelaman, Adanya infrastruktur seperti telekomunikasi serta listrik juga
merupakan modal utama.

Potensi Desa Teling yaitu adanya kerajinan tangan, hewan penyu, air terjun,
hutan lindung, kegiatan perikanan tangkap, air bersih, dugong, dan mangrove.
Desa Kumu mempunyai kekuatan potensi wisata yang besar karena mempunyai
pantai pasir putih yang indah, masuk zona inti TNB, hutan bakau yang masih
baik, serta terumbu karang yang balk, ada dive spot (tempat penyelaman),
serta infrastruktur yang mendukung.

Desa Pinasungkulan merupakan desa potensi wisata berbasis masyarakat,
karena memiliki sumberdaya alam yang baik seperti batu tikar, parigi keramat,
tersedianya air bersih, ada pantai berpasir, bakau, terumbu karang yang bagus
untuk menyelam, penyu, batu lobang, dan duyung.

Desa Sondaken adalah desa yang mempunyai hutan bakau yang baik,
sumberdaya alam yang menjanjikan, dan merupakan zona inti.

Desa Pungkol adalah desa yang mempunyai hutan bakau yang baik.



7. Desa Wawontulap merupakan daerah tujuan wisata karena memiliki faktor-faktor
yang menunjang antara lain adanya daerah untuk memancing, tamasya laut,
budidaya rumput laut, bakau, pemandangan Pulau Tatapaan, bukit, tempat keramat,
terumbu karang yang bagus untuk menyelam, terumbu karang/nyare yang sangat
luas di saat air kering, juga merupakan zona inti, dan adanya duyung.

8. Desa Popareng merupakan daerah tujuan wisata. Faktor-faktor penunjang antara
lain adanya hasil perikanan, adanya hutan bakau, hasil pertanian, lamun, sungai,
bukit, tempat keramat, tersedianya air bersih, dan terumbu karang yang bagus
untuk menyelam. Demikian juga sudah adanya listrik, kegiatan pengrajin anyaman,
zona pariwisata, zona inti, duyung, penyu, dan tersedianya jaringan komunikasi
(telepon seluler) merupakan potensi desa ini.

Desa-desa pesisir dalam Kawasan Startegis Pariwisata Bunaken bagian Utara dapat
dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 3.10: Desa-desa Pesisir dalam kawasan TNB bagian Utara (Lagarense et al, 2005)

1. Desa Nain merupakan desa potensi yang ditunjukkan dengan masyarakat yang telah
mempunyai kegiatan seperti usaha kerajinan ukiran, adanya tempat keramat,
tersedianya air bersih, ada air anjing, kegiatan tradisional masyarakat, terumbu
karang yang bagus untuk menyelam, ada budidaya rumput laut, sudah ada listrik,
adanya peninggalan sejarah VOC, transportasi yang lancar, gua bawah laut, dan
Pulau Nain Kecil.

2. Desa Tangkasi merupakan desa yang mengambil nama hewan endemik (Tarsius
spectrum). Potensi wisata desa ini mempunyai hutan bakau yang cukup luas.
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11.
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Desa Buhias mempunyai potensi wisata yang didukung oleh Listrik dan tranportasi
yang lancar serta masuk zona inti TNB, berikut sumber daya alam terumbu karang
yang bagus untuk menyelam dan hutan mangrove yang cukup luas. Selain
merupakan zona inti TN Bunaken, Buhias juga siap menjadi desa yang menjalankan
wisata berbasis masyarakat.

Potensi Desa Bango yaitu, Tersedianya sumber air bersih/tawar, listrik, adanya gua
alam, zona inti, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, dan hutan mangrove
yang cukup luas. Desa Bango juga slap menjadi desa yang menjalankan wisata
berbasis masyarakat.

Desa Tinongko memiliki potensi sumberdaya afam dan infrastruktur yang cukup
menunjang, sepertl sudah adanya listrik, ada rusa, tempat peninggalan sejarah, ada
gua alam, tempat keramat, transportasi lancar, dan merupakan zona inti sebagai
pendukung TN Bunaken. Apalagi hutan mangrovenya cukup luas.

Desa Manado Tua Satu adalah desa yang memilki potensi karena berada dekat
dengan pusat penyelaman laut yang terindah, dengan sumberdaya alam bagus
(pantai pasir putih dan pantal totoban), dan ketersediaan infrastruktur,

Desa Manado Tua Dua mempunyai potensi karena tersedianya air bersih, adanya
forum yang dapat mengelola wisata desa, pemandangan sunset/matahari
terbenam, hutan mangrove tempat ikan bertelur, Pante Raja, Tanjung Kopi sebagai
tempat penyelaman, pantai pasir putih, dan zona inti sebagai pendukung Taman
Nasional Bunaken, Juga, adanya keglatan tradisional masyarakat, tempat
peninggalan sejarah, tersedianya listrik, adanya kegiatan trekking ke Gunung
Manado Tua, transportasi yang lancar, adanya satwa langka, serta terumbu karang
yang bagus untuk penyelaman.

Desa Alungbanua memiliki potensi sumberdaya alam dengan kondisi terumbu
karang yang masih relatif baik dan infrastruktur yang menunjang merupakan
kekuatan di desa ini, sehingga potensi wisata berbasis masyarakat sangat direspon.
Potensi Desa Bunaken adalah desa yang berada dekat dengan pusat penyelaman
iaut yang terindah dan Sumberdaya alam yang bagus serta tersedianya infrastruktur,
Pengusahaan homestay (penginapan) dari rumah penduduk setempat jugs
merupakan potensi, tapi terbentur masalah dana.

Desa Tiwoho merupakan desa yang siap dengan wisata berbasis masyarakat, Hal ini
dapat dilihat dari infrastruktur dan sumberdaya alam yang cukup menunjang seperti
adanya lamun, tempat keramat, ada air bersih, terumbu karang yang bagus untuk
menyelam, adanya kegiatan tradisional masyarakat, sudah ada listrik, Daseng lolarg,
transportasi lancar, adanya tempat pengawetan bambu, dan kerajinan kursi bambu,
Tongkaina suatu desa yang siap dengan wisata berbasis masyarakat. Infrastruktur
dan sumberdaya alam yang cukup menunjang seperti adanya lamun, dekat dengan
Hotel Grand Luley, dekat dengan Kota Manado, ada batu tumani, ada air bersih,
terumbu karang yang bagus untuk menyelam, listrik yang sudah tersedia,
transportasi lancar, dan tersedianya jaringan telepon seluler merupakan potensi
desa ini.
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12. Desa Meras merupakan desa yang memiliki potensi wisata dengan adanya
Infrastruktur dan sumberdaya alam yang cukup menunjang seperii adanya lamun,
desa dekat dengan Kota Manado, adanya bukit, gua, sungai, bende- Jenda antik,
kapal perang (karam), tersedianya air bersih, terumbu karang yang bagus untuk
menyelam, adanya fasilitas listrik, transportasi lancar, dan tersediaznya jaringan
komunikasi (telepon seluler).

13. Potensi Desa Molas yaitu adanya infrastruktur dan sumberdaya alam vang cukup
menunjang seperti adanya lamun, desa dekat dengan Kota Manad :, Adanya bukit,
gua, sungai, benda-benda antik, kapal perang (karam), tersediznya air bersih,
terumbu karang yang bagus untuk menyefam, adanya fasilitas listrils, ransportasi
lancar, dan tersedianya jaringan komunikasi (telepon seluler).

3.4. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken Dan
Sekitarnya

Berdasarikan hasil kajian data tentang pengembangan pariwisata calam Kawasan
Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya maka pengembeiien  kawasan
menghasilkan beberapa program penting dengan memperhatikan hal-ha! berikut

Dasar Pemikiran

1. Ada peluang untuk memanfatkan potensi wisata bahari bagi penguiijunn IKawasan
Strategis Pariwisata Bunaken sambil mendapatkan keuntungan choncivis demi
kesejahtcraan daerah dan masyarakat.

2. Pengembangan wisata bahari dan pengembangan ekonomi di Kawasan Strategis
Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya harus dibuat seimbang.

Wisata bahari di Kawasan Strategls Pariwisata Bunakon dan Sekitarnye. dengan
potensi untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja bag: masyalakat di
pulau-pulau yang berada di kawasan Kawasan Strategis Pariwisaia Dunaken dan-

3. Sekitarnya.

4. Darl segl ekonomi, pengemba hgan wisata bahari pada tingkat nasiona ditiarapkan
dapat menghasilkan pendapatan baik secara langsung dan tidak langsung lewat
kontribusi tarif masuk dan pembelanjaan atau pengeluaran wisaiawar selama
berkunjung.

5. Pada tingkat lokal dan daerah pengembangan wisats Lahar Dertujuan untuk
menigkatkan pendapatan masyarakat balk lewat penyadizan tenags kerjs maupun
peluang bisnis,

6. Perlu adanya antisipasi terhadap over exploitation surmber daye takati di kawasan
Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
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Tujuan Program
Program pengembangan wisata baharl dalam Kawasan Strategis Pariwicata Bunaken
dan Sekitarnya bertujuan untuk :

1

2

Memperiuas dan mengembangkan kegiatan wisata bahari serta memperkuat arus
masuknya wisatawan ke Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
Mengadakan diversifikasl kegiatan wisata bahari seperti eksplorasi flora dan fauna,
bird watching, pertunjukan budaya serta mendaki gunung.

Menyediakan alternatif kegiatan wisatawan yang baik dan bermutu yang bertujuan
memperluas jenis kegiatan pengunjung Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan
Sekitarnya selain kegiatan selam.

Melestarikan sumber daya bahari laut yang selama ini telah diexploitasi sambil
memperiuas kesempatan kerja bagl masyarakat lokal diseluruh kawasan Kawasan
Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

Mekanisme Pelaksanaan Program

1.

2.

n

Membuat kerangka pengembangan diversifikasi serta inovasi kegiatan wisata bahari
yang cocok bagi Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
Mengadakan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah dan pihak
swasta seria industri-industri pariwisata yang sudah ada untuk berperan aktif dalam
pengembangan wisata bahari vyang berdasarkan pada prinsip-prinsip
pengembangan yang sustainable.

Menyebarkan informasi seluas-luasnya tentang kegiatan wisata bahari alternatif
selain menyelam di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
Menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik bagi para ekoturis.

Melengkapi dan melatih masyarakat lokal agar mereka dapat berpartisipasi secara
langsung dalam program-program pengembangan wisata bahari.

Mengadakan pengawasan terhadap pengembangan wisata bahari agar tidak
berbalik menjadi pengembangan pariwisata berskala besar (mass tourism) dengan
cara memperhatikan daya dukung setiap objek wisata dan menginformasikannya
kepada para pelaku bisnis pariwisata.

Indikator Keberhasilan

1.
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Jumiah wisatawan yang benar-benar ekoturis yang berkunjung ke Kawasan Strategis
Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya akan meningkat.

Jumlah masyarakat lokal yang bekerja pada industri pariwisata akan meningkat
Tingkat pendapatan dan ekonomi masyarakat akan meningkat.

Tingkat pendidikan masyarakat lokal akan meningkat.

Sustainabilitas baik sumber daya bahari di Kawasan Strategls Pariwisata Bunaken
dan Sekitarnya dan perekonomian lokal akan tercapai.

Ada komitment yang kuat dari semua pihak untuk membatasi jumiah wisatawan
yang berkunjung berdasarkan perhitungan daya dukung setiap objek wisata dalam
Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
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Rencana Kegiatan dan Investasi (10 Tahun Kedepan)

Rencana kegialan dan investasi pengembangan wisata bahari dalam Kawasan Strategis
Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya diarahkan agar melibatkan partisipasi pemodal kecil
dan menegah maupun besar. Investasi ini diarahkan sesuai dengan pembangunan yang
dilakukan pemerintah pada umumnya dan bidang pariwisata pada khususnya. Rencana
investasi ini ditujukan untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana sesuai
perkembangan dan permintaan pasar agar wisata bahari dalam kawasan Kawasan
Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat
dan meningkatkan PAD. Rencana Investasi wisata bahari di kawasan ini dapat
dikembangkan dengan jaminan kepastian hukum dalam hal pemberian ijin usaha
pariwisata sampai pada penarikan pajak usaha. Bisnis atau usaha yang dikembangkan
harus berstandar internasional mulai dari produk, kualitas pelayanan, sumber daya
manusia dan lain sebagainya.

Peluang Investasi Usaha Wisata

Peluang usaha wisata yang dapat dikembangkan untuk pengembangan wisata bahari
dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya akan menciptakan peluang
investasi dengan membentuk jaringan yang saling tergantung satu sama lain yaitu :

1. Pengembangan dan pembangunan daya tarik (attraction) wisata bahari dalam
Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dalam berbagai bentuk
termasuk kehidupan sosial budaya masyarakat dengan upacara tradisionalnya yang
adalah merupakan bagian dari daya tarik.

2. Pengembangan akomadasi pariwisata seperti resort, cottage dan homestay wisata
yang mefibatkan secara langsung masyarakat yang dapat menyediakan sebagian
dari rumahnya untuk wisatawan sekaligus menjadi tuan rumah yang memenuhi
standard kebersihan dan kesehatan.

3. Pengembangan usaha boga yang menyediakan pelayanan makan dan minum khas

Bunaken yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan,

Pengembangan uszha kelompok pemandu wisata bahari yang mengetahui seluk

Pengembangan usaha penyediaan pelavanan transportasi sebagai angkutan menuju

objek atau atraksi wisata misalnya perahu rakyat, ojek sebagai angkutan antar desa,

kendaraan pribadi yang merangkap mobil sewa, perahu motor atau tradisional
dengan desain yang memiliki standar keselamatan dan kenyamanan vang cukup.

6. Cenderamata yang diusahakan sendiri oleh masyarakat lokal dengan keterampilan
yang diwarisi maupun oleh kreativitasnya misalnya kerajinan tangan tradisional
(tenunan, ukiran dan lukisan yang bertemakan Kawasan Strategis Pariwisata
Bunaken dan Sekitarnya), kerajinan kontemporer (daur ulang, lukisan kaca, bunga
kering), produk-produk makanan (kerupuk, manisan, kue-kue khas), produk

LS

pertanian (tanaman hias, bunga potong, sayur, buah yang dikemas untuk oleh-oleh).

7. Usaha jasa lainya seperti juru foto di lokasi objek dan atraksi wisata, spa dan sauna,
studio foto untuk baju dasrah, lukis diri, wartel dan lain-lain.
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Selain pelayanan langsung ada juga bentuk pemberdayaan masyarakat yang tidak

langsung melayani wisatawan tetapi untuk memenuhi permintaan dari industri

pariwisata lain misalnya menjadi pemasok (supplier) kebutuhan cottage, homestay

dan diving & resort yang ada di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan

Sekitarnya misalnya :

a. Produk-produk pertanian untuk konsumsi industri pariwisata cottage dan homestay
misalnya beras, sayur, buah-buahan, telur , susu dan lain-lain.

b. Barang-barang fungsional maupun aksesori, keranjang sampah, tempat kertas
tissue, kertas seni daur ulang, lilin dan sebagainya.

C. Pelayan khusus seperti pertamanan, termasuk pembibitan pemeliharaan atau usaha
bunga potong.

d. Cenderamata untuk promosi : balipoint, t- shirt, asbak keramik, dan lain-lain.

e. Perabotan khusus misalnya kursi, sofa, meja yang dapat dipakal oleh Industri
pariwisata cottage, homestay dan diving & resart yang ada di kawasan Kawasan
Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Subjek utama dalam pengembangan wisata bahari dalam Kawasan Strategis
Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya adalah Sumber Daya Manusia yang terlibat
dalam pengelolaan, baik pengelolaan daya tarik wisata maupun fasilitas penunjang
wisata. Pengembangan wisata bahari Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan
Sekitammya sebaiknya didukung oleh sumber daya manusia yang melayani
wisatawan di seluruh daya tarik wisata yang dimiliki dan yang melayani wisatawan
pengguna fasilitas penunjang wisata. Indusntri pariwisata yang paling banyak
menyerap tenaga kerja adalah akomodasi, tempat makan serta pengelolaan objek
wisata. Program pengembangan SOM bidang pariwisata untuk Kawasan Strategis
Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan
pelatihan antara lain:

i. Pelatihan Pemandu Wisata Bahari

Pemandu wisata dapat dipandang sebagai orang yang menghubungkan antara
masyarakat, wisatawan dan lLembaga Swadaya Masyarakat, Pemandu wisata
memiliki posisi yang kuat dalam industri pariwisata bahari secara keseluruhan yang
ada di Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya. Berhubungan dengan
rencana untuk mengadakan diverisifikasi kegiatan wisata bahari dikawasan
Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya selain kegiatan selam,
pelatihan pemandu wisata bahari sangat dibutuhkan. Dalam hal inj kerjasama yang
kuat sangat diperlukan dalam hal pertukaran pengetahuan antara para voluntir dari
agen perjaianan wisata fokal dan pelaku bisnis pariwisata lainnya serta para nelayan
dan petani setempat.
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2. Magang Tentang Pengelolaan Sampah (Waste Management)

Sampah dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya menjadi isu
penting dan dinilai belum dapat diatasi dengan baik. Kegagalan dalam hal pengelolaan
sampah yang sebagian besar adalah plastik dan kayu yang merupakan sampah lokal
dikritik secara tajam oleh hampir semua pengunjung Kawasan Strategls Pariwisata
Bunaken dan Sekitarnya. Prinsip daur ulang termasuk mengumpul, memproses dan
memproduksi produk baru yang akan melibatkan masyarakat lokal dapat
dipertimbangkan sebagai solusi yang cocok dalam pengelolaan sampah demi melindungi
sumber daya bahari serta lingkungan di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken
dan Sekitarnya. Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk :

a. Melindungi sumber daya alam bahari dan lingkungan dalam kawasaan.

b. Membersihkan dan membebaskan laut dari sampah di dalam dan disekitar kawasan
TNB.

c. Menciptakan usaha baru yang memanfaatkan materi sampah dan menciptakan
kesempatan kerja baru.

d. Bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengemnbangkan penggunaan materi
dan produk dari sampah.

€. Mendorong dan memotivasi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan sampah di TNB.

f. Mengadakan pendekatan secara komunikatif kepada industri-industri yang
menggunakan plastk dalam memproduksi produknya untuk memberikan
kontribusinya dalam bentuk sejumiah kecil sumbangan dari setiap unit produknya
yang dijual misalnya Rp 500 / produk. Dana ini akan dikumpul dan kemudizn diolah
dan digunakan untuk membantu pengelolaan sampah di dalam kawasan Kawasan
Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

Kegiatan magang dengan cara mengirim staf ke suatu tempat atau institusi yang
mempelajari tentang seluk beluk pengelolaan sampah melalui tahapan mengumpulkan
sampah (plastik dan kayu) didalam dan sekitar kawasan Kawasan Strategis Pariwisata
Bunaken dan Sekitarnya, menyortir sampah yang layak untuk didaur ulang, mengangkut
sampah ke pusat daur ulang, memproses daur ulang campah dengan menggunakan
teknologi, menghasillkan produk baru yang diproduksi untuk digunakan oleh industri
pariwsiata lokal misalnya resort, cottage dan homestay sebagai platik kantong sampah,
keranjang sampah, tissu WC, buku catatan dan kertas dinding, serta mendisain
pemasaran produk,

3. Pelatihan Bagi Petugas Patroli Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya
Sistemn patroli terpadu dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitaimya yang
terdiri dari POLAIR, Balai Taman Nasiona Bunaken serta masyarakat desa dalam
Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya telah memberikan kontribusi
secara signifikan dalam melindungi kawsan ini dari kerusakan termasuk mengeliminasi
cara memancing dengan menggunakan bom dan bahan beracun untuk tujuan
perdagangan export ikan dan penebangan hutan bakau secara liar.
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Namun pada kenyataan bahwa kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dan
memberikan pelayanan telah menimbulkan komplain dari pengunjung TNB. Untuk
meningkatkan kualitas pelayanan lewat program pelatihan bahasa dan customer servis bagi
petugas patroli TNB. Untuk memastikan bahwa semua pengunjung, domestk dan
mancanegara tidak komplain untuk membayar kewajiban masuk TNB karena pelayanan yang
bermutu tinggi diberikan oleh para petugas maka pengembangan sumber daya manusia yang
bergerak dalam kegiatan patroli sangat diperlukan dalam bidang pengetahuan
kepariwisataan, bahasa Inggris dasar & bahasa Inggris untuk pariwisata, teknik memandu
dan customer service, Pelatihan ini diadakan secara teratur berdasarian hasll evaluasi kinerja
petugas patroli serta hasil monitor kualitas pelayanan petugas patroli terhadap pengunjung
kawasan TNE.

4. Pelatihan bagl Homestay & Cottage Operator

Pelativan pengelolaan homestay berbasis masyarakat diadakan untuk memperkuat
operasional homestay yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk dan
pelayanan agar memenuhi standar layanan vang bermutu. Pelatihan ini mencakup F & B
production, F & B Service, Hygiene & Sanitasi, Bahasa Inggris dan Custorner Service.

5. Peiatihan Pembuatan Cedramata

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat keterampilan para
pengrajin dalam mengelola usaha cenderamata mulai dari produk sampal pada tahap
pemasaran produk. Karakteristik dan disain cenderamata harus diperhatikan agar dapat
memenuhi kebutuhan wisatawan untuk dibawa pulang sebagi souvenir atau cenderamata.

6. Penelitian Partisipatif

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang ini akan lebih menekankan pada isu-isu
global dan sedang dipercakapkan seperti isu konservasi, pengembangan yang sustainable,
keanekaragaman hayat, pemelihargan terumbu karang, serta bagaimana mengimbangi
sustzinabilitas sumber daya bahari dengan profitabilitas. Dalam hal ini pelibatan masyarakat
lokal merupakan hal yang mutlak dilaksanakan dalam suatu penelitian karena mereka lebih
tahu tentang kondisi di daerah tersebut. Program penelitian partisipatf bagi Kawasan
Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitamya dapat dilaksanakan dengan bekerjasama
dengan univesitas, sekolah, para peneliti, para ahli dari luar, kelompok pemerhati serta

kelompok-kelompok belajar lainnya,

7. Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata.

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata yang ada di pulau-pulau di kawasan
Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya merupakan progam pendidikan jangka
panjang dan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kemandirian masyarakat lokal
dalam melanjutkan manajemen dan pengembangan Kawasan Slrategis Pariwisata Bunaken
dan Sekitarmya. Pada awalnya, diperlukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi,
Kontribusi sumber daya manusia dari sekolah-sekolah pariwisata baik negeri maupun swasta
yang ada diperfukan untuk memberikan bantuan demi memperkuat program jangka panjang ini.
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Program Kegiatan Pemasaran dan Promosi
Program pemasaran dan promosi pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan

Sekitarnya yang diusulkan bertujuan :

1. Mengembangkan segmen pasar wisatawan eksisting Kawasan Strategis Pariwisata
Buraken dan Sekitarnya sambil menumbuh kembangkan pasar wisatawan potensial
lainnya.

2. Mengembangkan segmen pasar wisatawan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken
dan Sekitarnya berdasarkan karakteristik wisata prioritas maupun produk wisata
utama yang ditawarkan.

3. Mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar
wisatawan yang menjadi sasaran wisata prioritas (ecotourists),

4. Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas
untuk Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya, secara terorganisir,
efisien dan efektif,

5. Mengembangkan sistem dan teknologl informasi kepariwisataan maupun teknologi
lainnya yang sangat pesat.

Program Pengembangan dan Diversifikasi Produk :

Produk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya merupakan produk
wisata prioritas Sulawesi Utara yang menyerap tingkat kunjungan wisatawan paling
besar dibandingkan dengan objek wisata lain. Oleh sebab itu program pengembangan
dan diversifikasi produk kegiatan wisata yang tersebar di seluruh desa yang ada di
kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya perlu diusahakan dan
merupakan atraksi wisata yang layak jual di pasar domestik maupun mancanegara.
Oleh sebab itu produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan
Sekitarnya yang dikembangkan harus :

1, Memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
desa yang ada di dalam dan sekitar Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken secara
berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2. Merupakan produk wisata yang unik, tradisi khas masyarakat desa serta
mencerminkan jati dirl atau citra Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan
Sekitarnya.

3. Menciptakan keragaman daya tarik wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata
Bunaken dan Sekitarnya yang berdaya saing tingai dan memperkuat daya tarik. -

4. Mendukung upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat dengan
memperhatikan daya dukung spesifik setiap wilayah.

5. Diarahkan pada produk wisata berkualitas yang memenuhl standar internasional
melalui pengawasan secara terus menerus.

6. Memillki potensi untuk membuka peluang bisnis dan investasi tidak hanya bagi
pengusaha skala besar, tetapi juga skala kecil dan menengah, termasuk masyarakat
desa yang ada di dalam dan sekitar kawaan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken.
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Program pengembangan diversifikasi produk yvang diusulkan adalah :
Pengembanngan atraksi wisata swimming dan snorkeling.
Pengembangan atraksi wisata wreck diving

Pengembangan atraksi wisata trekking

Pengembangan atraksi wisata canoing

Pengembangan atraksi wisata mangrove walking

Pengembangan atraksi wisata dugong watching

Pengembangan atraksi wisata dolphin Watching

Pengembangan atraksi wisata turtle Nesting

Pengembangan contemplative tourism (lagoon)

10. Pengembangan atraksi wisata seakitting, dog swimming & small pig cormpetition.
11. Pengembangan Curative Tourism (Dolphin's Healing, Healing Beach)
12. Pengembangan atraksi wisata bird feeding / bird watching

13. Pengembangan atraksi wisata cultural event,

14, Pengembangan wisata sejarah

15. Pengembangan kerajinan rakyat

byt ol Sl O I

Indikasi program untuk Rencana Teknis Pengembangan Wisata Bahari Kawasan Strategis
Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut inj :

Tabel 3.1
Indikasi Program Pengembangan Kawasan Strategis
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BAB IV
DESKRIPTIF SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PULAU BUNAKEN

4.1. Beberapa Isue yang Direspons Masyarakat
4.1.1. Regulasi

Respons masyarakat yang diharapkan dapat diberikan adalah menyangkut hal-hal
sebagai berikut: regulasi-regulasi apa yang telah dibuat, Siapa yang membuat,
sosialisasl regulasi tersebut misalnya regulasi zonasi vakni pemahaman masyarakat
tentang regulasi zonasi tersebut, keberlanjutan regulasi tersebut yakni apakah pernah
berubah dan disebabkan oleh apa, dan masukan semua stakeholder terhadap regulasi
tersebut.

Masyarakat memberikan tanggapan sebagai berikut: regulasi paling diketahui
masyarakat adalah zonasi, Semua masyarakat yang ditanya sekitar 40 orang
mengetahui keberadaan zonasi, Mereka tahu di mana zona Inti dan di mana zona
pemanfaatan khususnya untuk pariwisata. Hal tersebut dipahami bahwa sudah
disosialisasikan sangat baik mulai di era NRM (Natural Resort Management)/EPIQ hingga
tahun 2001 dan dilanjutkan dengan DPTNB.

Ketika ditanya tentang kapan aturan itu disosialisasikan, pada umumnya tidak tahu,
hanya 2 orang yang menyebut bahwa dilakukan di era NRM (mereka menyebut nama
Mark). Kapan NRM berakhir hanya satu orang yang menjawab sekitar tahun 2003 atau
2004.

Kemudian masyarakat pada umumnya tidak memahami mengenai perkembangan
regulasi. Pertanyaan mengenai apakah pernah aturan zonasi dirubah, umumnya
mengalami kebingungan merespons. Ada yang hanya mencoba menerka-nerka dan
dapat dianggap bukan jawaban fakta, sehingga dapat dipahami bahwa mereka tidak
ingat atau tidak paham. Masyarakat juga tidak memahami siapa vang membuat regulasi
tersebut, namun khususnya lurah yang memahami bahwa kesemuanya tertuang dalam
Undang-Undang nomor 5 tahun 1990,

Masukan penting dari masyarakat mengenal zonasi adalah seharusnya dalam
penetapannya harus didiskusikan dengan masyarakat secara lebih luas karena memiliki
berbagai konsekuensi yang harus dilaksanakan serta ada norma-norma hukum yang
dapat memberikan jebakan karena tidak atau kurang paham. Disamping itu aspirasi
masyarakat harus diperhatikan terutama menyangkut konsekuensi-konsekuensi yang
mempengaruhi usaha pencaharian mereka.

41



4.1.2. Kelembagaan

Dari kelembagaan, yang diharapkan masyarakat memberikan respons yakni:
lembaga apa saja yang merasa berwenang dan/atau diberi wewenang dalam
pengembangan Kawasan Strategis Bunaken dan sekitarnya, hal-hal apa saja yang
telah dibuat oleh lembaga tersebut, data-data tentang semua kegiatan dan
monitoring kegiatan, apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa
yang akan dilakukan.

Respons yang diberikan masyarakat menyangkut lembaga apa yang merasa
berwewenang dan diberi wewenang dalam pengembangan kawasan strateqis
Bunaken dan sekitarnya dapat dikemukakan bahwa sebagian besar yang ditanya
merasa bingung, dan hanya 4 orang yang mengatakan Balal Taman Nasional
Bunaken, karena mereka setiap harinya berkegiatan di pantai Liang dan kantor
BTNB ada disana dan untuk penagihan karcis dilakukan oleh mereka. Menarik ketika
pertanyaan tersebut di tanyakan ke aparat kelurahan Bunaken (beliau mengatakan
tidak tahu), komentarnya bahwa sudah masuk diperiode kedua kepemimpinannya
hanya sekali mereka yakni DPTNB memberikan dana untuk desa. Pada tahun 2007
dana tersebut dibuatkan WC umum untuk masyarakat, setelah itu sudah tidak
pernah diberikan lagi hingga saat ini. Alasannya mengatakan tidak tahu karena
sampai saat ini tidak pernah diundang untuk rapat oleh DPTNB atau pemerintah
dalam rangka membicarakan Taman Nasional Laut Bunaken.

Berbicara mengenai kewenangan menurut 4 orang pengusaha dan 6 orang
pramuwisata disebutkan sebagai sesuatu yang sangat tidak jelas. Peraturan
Gubernur Nomor 14 tahun 2000 tentang pungutan di TNB dan pengelolaannya telah
dianulir/dipatahkan oleh PP no 12 tahun 2014 vang mempetjelas bahwa
pengelolaannya diambil alih oleh BTNB dan sampal saat ini Perda Gubernur belum
dicabut.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada kesan telah terjadi konfil kepentingan di
Taman Nasional Bunaken. Hal tersebut yang menyebabkan kevakurman DPTNB.
Inilah yang dapat dikemukakan menjadi penyebab sehingga Lurah Bunaken
mengatakan sudah tidak pernah menerima dana dari pengelola Bunaken. Sampai
saat ini tidak ada kegiatan patroli di dalam kawasan, dan tidak ada lagi kegiatan
apapun di TNE yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bunaken selain memungut
karcis, dan dananya sampal saat ini tidak dipahami oleh aparat kelurahan. Sesuai
Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2000 dikemukakan bahwa 80 % dana
pengelolaan dikelola oleh DPTNB. Saat ini praktisnya DPTNB seperti sudah tidak
berfungsi, padahal pada tahun lalu DPTNB mendapat bantuan kapal untuk memuat
sampah dari Bunaken ke Manado namun sudah tidak lagi beroperasi ini dikarenakan
tidak adanya dana operasional untuk mengumpulkan sampah. Kapal tersebut di
berikan oleh PT.Tirta Investama Airmadidi melalui program CSR mereka.
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Adapun menyangkut Forum Masyarakat Pedull Taman Nasional Bunaken (FMPTNE)
sudah lama tidak aktif di Bunaken. Mungkin karena sudah tidak adanya dana dari
DPTNB. Ditanya ke masyarakat kapan terakhir kali FMPTNB melakukan kegiatan, maka
responsnya menyebutkan sekitar 5 tahun lalu, dan sebagiannya menyebutkan 4 tahun
lalu, bahkan ada yang menyebutkan sudah sekitar 7 tahun lalu. Sama halnya dengan
NSWA (North Sulawesi Water Sport Assosiation) sudah lama tidak terdengar kegiatan
mereka di Pulau Bunaken,

Mengenai lembaga yang saat ini dianggap masih aktif selasin BTNB di Pulau
Bunaken adalah; Masyarakat Peduli Bunaken, di mana lembaga ini dibentuk pada bulan
Juli 2015 yang dilatarbelakangi oleh suatu keprihatinan melihat kondisi Pulau Bunaken
terutama terumbu karangnya. Fokus kegiatan saat ini adalah masalah sampah di
Bunaken. Visi mereka sebagaimana disampaikan oleh sekretarisnya Frets Pieter adalah
Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumber
daya laut dan daratan untuk kesejahteraan bersama. Beberapa kegiatan yang dilakukan
adalah operasi sampah di Pulau Bunaken. Kegiatan ini bekerjasama dengan Resort yang
ada di Pulau Bunaken yang jumlahnya mencapai 18 resort dan cottage. Resort yang
pernah melakukan kerjasama dengan Masyarakat Peduli Bunaken tersebut adalah :
Panorama resort, Lorenzo cotaage, Imanuel resort, Daniel Home Stay, Two Fish resort,
Bunaken village, Bunaken Beach Resort, Raja Laut. Tapi ada juga yang tidak peduli.
Prosesnya secara sederhana dapat dikemukakan bahwa sampah dikumpulkan kemudian
di bawa ke Manado. Mimpi besar mereka adalah mengembalikan citra Bunaken sebagai
destinasi wisata.

Secara khusus peran pemerintah kelurahan di Pulau Bunaken sepertinya terarah
pada kewajiban tugas menggalang masyarakat untuk menjaga dan melestarikan Pulay
Bunaken. Hal ini terutama diserahkan kepada generasi muda dan juga organisasi yang
ada seperti PKK, LMD dan Prokamling. Menurut Lurah Bunaken sangat diperlukan ada
kejelasan untuk DPTNB untuk mengelola Kawasan Bunaken. Hal-hal yang dibuat oleh
DPTNB dan BTNB menurut masyarakat saat ini sudah jarang terfihat, hanya BNTB yang
terlihat memungut restribusi setiap harinya di Bunaken, tiidak ada lainnya yang
dirasakan penting untuk dibangun atau dikembangkan. Selain masyarakat yang
mengatakan demikian, juga dipertegas oleh salah seorang petugas BTNE ditanyai
temtang hal itu, dia mengatakan bahwa sebetulnya punya perahu lengkap tetapi tidak
ada dana untuk membeli BBM Itu. Sebabnya sudah tidak ada patrol sejak beberapa
tahun terakhir. Dana operasional sangat minim, walaupun mengenal jumlah dana
operasional kapal patroli enggan merespons.

4.1.3. Sumber Daya Manusia

Respons yang ingin dipahami mengenai sumberdava manusia yakni mencakup:
Kesiapan SDM dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Strateqis Bunaken dan
sekitarnya, dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk pengelolaan Kawasan Strategis
Bunaken dan sekitarnya.
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Masyarakat di Pulau Bunaken pada prinsipnya sudah terlibat dalam Pengelolaan
Taman Nasional Bunaken sejak dalam Perencanaan, Hingga saat ini terdapat 18
Cottage yang ada di Bunaken menandakan bahwa minat untuk berinvestasi dan
peluang lapangan kerja sangat besar, Masyarakat saat ini sudah ada yang memiliki
resort, restaurant, pemilik kapal, pemandu selam dan snorkling, dive resort dan LSM
lokal. Secara umum mereka sudah punya kapasitas untuk terlibat dalam
pengelolaan Taman Nasional Laut Bunaken. Pada sisi lain berbagai pengamatan
dapat dikemukakan bahwa relative masih banyak masyarakat yang perlu dilibatkan
dan diberdayakan untuk merespons kunjungan wisatawan. Disamping itu
pengembangan dan peningkatan aktivitas masih sangat diperlukan  untuk
meningkatkan daya Tarik Bunaken sebagai obyek wisata.

4.1.4 Sarana dan Prasarana

Menyangkut sarana dan prasarana, maka yang ingin dipahami adalah: yang
tersedia saat ini baik sebagai utama dan maupun Penunjang, dan yang masih
dibutuhkan baik utama dan maupun penunjang.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tersedia saat ini di Bunaken
adalah Penginapan/Cottage 18 buah, Restaurant-restaurant vang berdiri sendiri
dengan yang tergabung dengan cottage, Kapal-kapal katamaran dan speed boul,
dermaga 2 buah di Lokasi Liang, dermaga di tiap desa, alat-alat untuk menyelam
dan para dive master, alat-alat untuk snorkling dan pemandu, Tempat berjualan
sSouvenir,

Dalam pengamatan bahwa yang dibutuhkan di lokasi wisata Liang adalah
penataan tempat souvenir, tempat makan, tempat santai, agar terlihat tidak kumuh.
Hal ini dapat dikemukakan bahwa yang terjadi saat ini di pantai Liang adalah
wisatawan datang dan langsung menuju ke tempat makan yang sudah dipesan
travel agent, duduk sedikit menikmati kelapa muda, minum kopi dan atau teh, dan
setelah itu Snorkeling/ diving kemudian makan siang dan kembali ke Manado.

4.1.3.Pendanaan

Respons terhadap pendanaan yang diharapkan adalah: bagaimana pendanaan
unituk pengelolaan Kawasan Strategis Taman Nasional Bunaken, bagaimana sumber
Pendanaan , dan mengenai projek atau Kegiatan yang telah di danai yakni yang
telah dan sedang serta rencana yang akan datana.

Adapun respons masyarakat mengenai pendanaan adalah dari DPTNE untuk
semua kegiatan yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Bunaken.

4.1.4.0peraslonal Pengelolaan

Operasional pengelolaan yakni berkaitan dengan apa yang telah dan sedang
serta dapat dikemukakan operasional pengelolaan, kapan menyangkut yang sudah
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dan telah serta dapat dikemukakan tahunnya dan durasi waktu yang gunakan, dimana
lokasi tertentu(spot, kelurahan), slapa saja yang melaksanakan operasional
pengelolaan, dan bagaimana mekanisme yang dilakukan, Adapun respons vyang
diperoleh yakni masyarakat tidak memahami jelas mekanisme kerja dari lembaga resmi
yang ada.

4.2, Beberapa Isue Keberadaan Kesan Terkini dan Yang Disarankan

Kebanyakan masyarakat yang ditanya sadar dan tahu bahwa Bunaken sudah
terkenal di Mancanegara dan di Indonesia. Sangat strategis dan sangat mudah diakses.
Dari bandara Sam Ratulanai sampai ke bunaken hanya memeriukan waktu lebih dari 1
jam. Seorang pekerja di restauran mengatakan bahwa setiapnya harinya saat ini bisa
mencapai ratusan orang vang datang, kalau di musim liburan seperti pada bulan Juli
hingga agustus bisa mencapal lima ratus orang.

Citra Bunaken saat ini sudah menurun akibat kerusakan karang yang terjadi
dibeberapa tempat yang diakibatkan oleh wisatawan yang melakukan snorkling akibat
menginjak karang, juga kapal yang membuang jangkar sembarangan. Contohnya di
lokasi Tawara (disamping pantai Liang) saat ini dijadikan kawasan untuk snorkling dan
tempat Ini merubpakan Zona Inti. Hal ini disebutkan oleh beberapa masyarakat yang kita
wawancarai. Sudah tidak ada lagi pengawasan yang dilakukan oleh BTNB. Ini sudah
terjadi selama beberapa tahun,

Saran-daran menarik yang diperoleh sebagai berikut:

Masvarakat ingin agar pengelolaan Kawasan TNE harus jelas dan transparan,
mengingat yang masyarakat tahu ada konpensasi dimasyarakat untuk tiap desa yang
ada didalam kawasan yang sudah sejak lama tidak diberikan untuk masyarakat desa,
agar supaya masyarakat didalam kawasan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan
mengembangkan Kawasan TNB. Masyarakat sangat bosan dengan janji-janji yang
diberikan DPTNB sejak dulu. Pengelolaan kawasan konservasi TNB sangat tergantung
dari dukungan masyarakat setempat.

Masalah sampah yang ada di Bunaken vang berasal dari Bunaken atau dari luar
Bunaken harus dicari solusinya agar dapat menuntaskan masalah sampahb yang ada di
kawasan Bunaken, karena inl sangat mempengaruhl kunjungan wisatawan terutama
dari mancanegara. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan pengelolaan sampah yang
ada di tiap kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Perlu dibuat jaring untuk menangkap
sampah disepanjang pesisir yang menghadap ke bunaken, mulai dari Manado hingga ke
daerah Minahasa Selatan.

Masyarakat ada yang bekerja di resort-resort yang ada di Pulau Bunaken tetapi
masih banyak yang digaji dibawah UMP, untuk itu agar pihak tenaga kerja (pemerintah),
untuk dapat memperhatikan upah bagi masyarakat yang digaji dibawah UMP.
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Harus ada patroli yang dilakukan secara rutin dari pemerintah atau pengelola
untuk menjaga kawasan, jangan hanya kerjanya menarik karcis saja. Kapal-kapal
pembawa wisatawan agar supaya tidak seenaknya membuang jangkar diatas
karang, harus diaktifkan buih-buih buat tambatan kapal agar tidak membuang
jangkar sembarangan.

Masyarakat jangan dipaksa untuk menandatangani persetujuan tanah mereka
untuk dijadikan Hutan Lindung, kalau ditanam pohon kayu atau pohon buah
masyarakat masih bisa menerimanya, tapi jangan dibuat Hutan Lindung.
Masyarakat sudah tidak bisa membuat sertifikat karena menurut Kantor Pertanahan
Wilayah Pulau Bunaken akan dijadikan hutan lindung. Difasilitasi agar kelurahan
membuat aturan kelurahan jika masyarakat diberi bibit pohon kayu atau pohon
buah agar tidak ditebang. Perlawanan masyarakat terhadap masalah ini akan
berakibat fatal terhadap kelestarian Taman Nasional Bunaken.

Meminta pemerintah agar turun tangan dan menyelesaikan semua masalah
ataupun hal-hal yang dapat merusak Kawasan TNB, dana vang ditarik ke
pengunjung agar jelas dalam pengelolaannya. Keterlibatan masyarakat dan
lembaga masyarakat yang ada di Bunaken sebaiknya diperhatikan dan didorong
agar meniadi pionir dalam menyelesaikan masalah yang ada di Kawasan. Lembaga
masyarakat yang ada di Bunaken masih lebih tepat karena berasal dari dan untuk
masyarakat, karena masyarakat di Bunaken yang lebih memahami apa vang terjadi
di Bunaken ketimbang lembaga dari luar dan menjadikan masyarakat Bunaken
sebaqai garda terdepan menjaga dan mengelola Pulau Buna6ken. Lembaga dari luar
lebih berpikir proyek dari pada kemajuan TNB.

Masyarakat perlu diajarkan bagaimana menjalankan bisnis yang berkaitan
dengan Kawasan Wisata Bunaken, perlu difasilitasi untuk menentukan jenis usaha
yang cocok untuk masyarakat dan dicari solusinya untuk modal awal, bisa dengan
dana yang berputar atau jenis pemodalan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Masalah air bersih yang menjadi momok buat mereka yang punya restoran

ataupun penginapan karena selama ini masyarakat membeli air dari manado untuk
minum. Ada teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar tapi anggarannya
mahal sekali (sekitar @ M). Masyarakat menyebut pemerintah yang harus berusaha
menyiapkannya karena masyarakat tidak mampu.
Mengingat banyaknya masyarakat Kelurahan Bunaken yang menerima manfaat dari
TNB (sekitar 70%) dengan pekerjaan membuka restoran, cottage, penyewaan alat2
selam atau alat2 snorkling maka diperlukan pengembangan keterampilan dan
manajemen pelayanan yang optimal.

Sangal terharu ketika bertanya kepada seorang bapak yang umumya diatas 60
tahun mengenai yang beliau tahu tentang zonasi, bapak itu berkata coba lihat
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kearah sana (beliau menunjukan tempat dimana ada 4 buah kapal, ada ? katamaran
ukuran besar dan ada 2 speed bout ukuran besar juga), Sepertinya kapal-kapal tersebut
sedang menunggu para wisatawan domestik sementara snorkling. Beliau balik bertanya,
bapak tahu nama dari tempat itu? Saya menjawab itu Tawara tempat snorkling. Beliau
bertanya lagi apakah bapak tahu itu zona apa? Saya menjawab sesual peta zonasi
tempat itu adalah zona inti. Kemudian bapak itu menjelaskan, kita masyarakat diberi
tahu beberapa zona larangan, tetapi orang dari manado seenaknya datang dan
membawa tamu kesitu, dengan merusak karang karena jangkarnya ditambatkan
dikarang. Kita orang kedil dilarang tangkap ikan disitu tapi orang dari luar datang jual
tempat untuk snorkling dan merusak karang tapi tidak dilarang. Beliau berkata lanjut,
silahkan bapak pikirkan itu, apa itu jawaban yang tepat atau tidak.

Intinya bahwa kegiatan zonasi hanya mengedepankan kepentingan rekreasi dan
wisata dan menguburkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.
Dan juga peru ditata lagi masalah zonasi jangan sampai terjadi kecemburuan sosizal
dimasyarakat, dan sangat perlu melinatkan masyarakat ataupun lembaga asli dari
masyarakat setempat,

Bangunan-bangunan yang berdiri di Pulau Bunaken (di pantai Liang) harus dikaji
lagi apakah memang sangat memungkinkan dibuat bangunan permanen? Saat ini
sementara  dibuat bangunan cottage setinggi 2 lantai dengan bangunan yang
permanen, pemilik OASIS. Apakah bisa ?7 Pengaturan bangunan untuk wisata harus
ditinjau lagi, kalau memang melanggar aturan sebaiknya diberi sangsi tegas.

Masalah BBM untuk kapal-kapal katamaran dan speed bouit sebaiknya diperhatikan

pemerintah dengan menyediakan pangkalan khusus untuk kapal-kapal mengisi bahan
bakar di manado, karena harga yang dibeli bisa lebih mahal Rp.1000 — Rp.1500 dari
harga normal. Agar ketersediaan BBM untuk kapal-kapal bisa terjamin ketersediaannya.
Pada bagian lain dapat juga dikemukakan bahwa yang sering jadi masalah antara Guide
dan Boutman yaitu memaksa para wisatawan/tamu untuk snorkling ataupun diving.
Dengan harga yang termasuk mahal, Untuk snorkling dihargai rp.150.000,-/orang
terkadang ada yang naikkan hingga Rp.250.000,- Untuk diving ditawarkan hingga Rp.1jt
untuk pemula, Jika wisatawan snorkling dengan harga yang dianggap mahal dan melihat
karang yang kebanyakan rusak, maka kecewalah mereka, Yang terjadi seperti percaloan
karena harga sewa alat snorkling hanya Rp.60.000,- hingga Rp.70.000,-
Dinas Pariwisata sebagai wakil dari pemerintah sebalknya berperan aktif dalam
mengelola Taman Nasional Bunaken karena saat ini sudah terlihat tumpang tindih dan
berpotensi konflik kepentingan, Keadaan ini diperburuk lagi dengan hampir hilangnya
kepercayaan masyaraket di Pulau Bunaken untuk pemerintah dan pengelola Taman
MNasional Bunaken.
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Isue yang juga memerlukan penanganan serta solusi jangka pendek adalah hal
yang sangat meresahkan dan mendesak harus diselesaikan yakni keberadaan lahan
masyarakat Bunaken yang akan dijadikan hutan lindung oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam Hal ini Dirjen Konservasi Sumberdaya
Alam dan Ekosistim, Balai Taman Nasional Laut Bunaken (BTNB). Dari keseluruhan
yang diwawancarai (42 orang), ternyata hanya 2 orang menyetujui tentang
dibuatnya Hutan Lindung di Pulau Bunaken. Setelah diteliti lebih mendalam ternyata
mereka berdua tidak punya lahan disana. Hampir semua masyarakat menolak lahan
mereka dijadikan Hutan Lindung dan hal ini akan sangat mempengaruhi apapun
bentuk keterlibaten masyarakat dalam pengelolaan TNB, jika masalah ini tidak
terselesaikan maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Mereka telah menandatangani penolakan tersebut. Sama halnya
dengan ISU masyarakat di Pulau Bunaken akan dipindahkan diawal Perencanaan
Taman Nasional Laut Bunaken. Dialog mengenai ISU inilah yang membuka
pertanyaan-pertanyaan selanjutnya (entry point) sesuail dengan apa yang diberikan.

Masyarakat sangat merindukan untuk terlibat bersama dalam menata kembali
kawasan wisata di pantai liang dalam artian masyarakat harus diberi peran agar
mereka merasa memiliki. Sebagai contoh: Pantai Tawara yang dijadikan tempat
untuk snorkling dan menyelam adalah zona inti yang sudah terancam terumbu
karangnya. Sebaiknya para stakeholder diundang duduk bersama dan menata
kembali kawasan TN Bunaken, karena semakin lama terlihat semakin kumuh.
Dengan lugas mereka mengemukakan bahwa pariwisata dan konservasi harus
berjalan seiring di TNB dan harus dijalankan secara hati-hati dan terprogram
dengan baik agar tidak saling merugikan., Perencanaan yang melibatkan semua
pihak terutama masyarakat di pulau bunaken sebaiknya berjalan dengan baik dan
terprogram mengingat kawasan TNB adalah andalan pariwisata di sulawesi utara.

Ustilan juga yang menarik yakni; penataan mengenai tarif (Tarif masuk, harga
kapal, harga snorkling/menyelam, harga restoran, harga home stay, dii) sebaiknya
diatur atau ditata dan dibuat terjangkau agar dapat mendatangkan banyak orang.
Pemerintah daerah sebaiknya membuat pelatihan-pelatihan dimasyarakat untuk
meningkatkan kemampuan untuk membuat souvenir, modal usaha, home stay,
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelolaan sampah bisa dilakukan
di bunaken (waste management) agar sampah bisa diolah kembali.

Pada bagian lainnya variasi usulan yakni: Pembuatan tempat wisata agar
wisatawan tidak tertumpuk di Liang; Pengembangan wisata di pulau-pulau lain
seperti di Manado tua (tracking ke puncak gunung), wisata mangrove di Pulau
Mantehage dan lainnya; disamping perlunya pelatihan fasilitator masyarakat sadar
wisata untuk setiap desa/keluarahan di Taman Nasional Bunaken. Hal menarik juga
yakni: Pembuatan Tourist Information Centre (TIC), MCK vang representatif, Unit
Gawat Darurat (UGD), dan penyediaan air bersih serta listrik dan lainnya.

48



3 . 1 Pemberdayasn deio v we
bk ik ] !"-Jr!':'l"'\.:-.'-\' Liady 1R }. BIniay i Wia Al B

BAB V
BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA
BUNAKEN SERTA POTENSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

5.1. Konsekuensi Pengelolaan Publik dari Obyek Wisata Pulau Bunaken

Obyek wisata Pulau Bunaken memiliki konsekuesni status sebagai milik public,
Paling tidak ada empat alasan sebagaimana tercakup pada Gambar 5.1. Pertama, lokasi
wisata Bunaken sebagiannya berkaitan dengan wilayah konservasi pantai dan terumbu
karang serta varietas ikan dan hasil laut lainnya. Keberadaan inilah yang menjadi sangat
penting untuk dikelola secara bijaksena karena memiliki konsekuensi terhadap
keberlanjutan hayati, di mana jika dikelola tidak bljaksana atau tidak hati-hati maka akan
memberikan dampak yang sifatnya serius terhadap keberlanjutan hayati,

Gambar 5.1
Konsekuensi Publik Obyek Wisata Bunaken

|

Keterkaitan
dan peran.
terhadap
Masyaralat

 Pengembang

Penetapan | =
awasan, '’

. Strategis

Sumber. Rumusan dalam FGD inlemal éengan menperhatinan requlas alau Perundang-Undangan Terak

Kedua, yang tidak dapat diabaikan adalah keterkaitan dengan masyarakat dalam
lingkungan Pulau Bunaken dan di sekitarnya. Kaitan yang dimaksud meliputi peran lokasi
obyek wisata bagi nafkah langsung masyarakat, khususnya berkaitan dengan perikanan
dan hasil laut lainnya. Sebagian masyarakat yang berada di Pulau Bunaken dan Pulau
sekitarnya mengandalkan penghasilan utama dari perikanan dan hasil laut lainnya.
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Ketiga, adalah ditetapkannya Pulau Bunaken sebagai inti dari kawasan strategis
pengembangan pariwisata nasional telah menjadi suatu keharusan untuk
diperhatikan upaya pengembangan yang diyakini dapat memberikan tambahan
daya tarik bagi destinasi sehingga diperlukan profesionalime dalam pengelolaannya,
Pengelolaan obyek wisata Pulau Bunaken memberikan konsekuensi bukan hanya
untuk daerah fetapi juga secara nasional, sehingga tanggung jawab untuk
mempertahankan dan mengembangkan image menjadi sesuatu vang harus
dilakukan,

Keempat, berkaitan dengan upaya pengembangannya maka harus dipersiapkan
atau dikembangkan infrastruktur intl dan penunjang. Infrastruktur yang diperiukan
untuk pengembangan antara lain  meliputi: pengembangan dermaga,
pengembangan listrik, pengembangan air bersih, pengembangan telekomunikasi,
pengembangan jalan dan jembatan serta gorong-gorong, prasarana pengelolaan
limbah (IPAL), prasarana pengelolaan sampah, pengembangan bangunan kantor
pengelola, prasarana dan sarana (dalam bentuk pos pelayanan kesehatan khusus
obyek wisata Bunaken), prasarana dan sarana pemanptauan dan penanganan
darurat/ kecelakaan pantai untuk wisatawan, prasarana dan sarana pengembangan
depot/tangky bahan bakar minyak (BBM). Disamping itu mengembangkan sarana
untuk para turis menikmati taman laut melalui penyiapan perahu motor/ kapal
katamaran, peralatan snorkeling, dan penginapan. Sebagai kawasan strategis
nasional maka obyek wisata Bunaken memiliki konsekuensi untuk diperkaya dalam
rangka memaksimisasi utility dari turis mancanegara dan nusantara serta lokal.

5.2. Ruang Publik lokasi Obyek Wisata Bunaken Untuk Pengelolaan Publik

Ruang public untuk lokasi obyek wisata Bunaken adalah meliputi; dermaga,
pelataran, gedung kantor, taman dan lainnya dalam satu linakungan yang terpadu
dengan tempat obyek wisata taman laut. Penggunaan ruang public Ini dapat
bervariasi sebagai tempat berteduh, penginapan, dan warung makan/kafe/restoran,
warung jualan souvenir dan lainnya, serta peruntukan lainnya.

Wilayah ruang publik ini harus diberikan batas yang jelas, di mana tidak semua
orang dapat berada di lingkungan inf tanpa ijin atau diberikan karcis masuk khusus.
Batas-batas tersebut harus dipagari dan dipantau secara kontinyu, karena tidak
mungkin di lokasi menikmati taman laut dan snorkeling dapat efektif dipagar.

Wilayah ruang public terkait jelas dengan konsekuensi pembiayaan yang
bersumber antara lain dari pemerintah (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
Biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan agregasi atau gabungan dari seluruh
pembangunan dan operasional berupa fisik dan non-fisik. Pembiayaan yang
dikeluarkan pemerintah dalam menjadikan Pulau Bunaken sebagai obyek wisata
adalah meliputi tahapan perencanaan, operasionalisasi pembangunan fisik,
pemeliharaan, dan pemantauan/pengawasan.
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Konsekuensi dari anggaran vang harus dikeluarkan maka diperlukan perhitungan
studl kelayakan. Perhitungan tersebut adalah inti dalam kerangka penyusunan bisnis
plan maka harus dapat diidentifikasi benefit dan cost dari sudut pandang finansial dan
ekonomi. Dari sudut pandang finansial adalah untuk mengkaji tingkat kelayakan dari
pengelolaan cbyek wisata ini; di mana benefitnya terbatas pada biaya (karcis) masuk,
pendapatan usaha langsung di dalam area, pendapatan usaha penunjang, pendapatan
sewa usaha di dalam area. Biaya dari sudut finansial meliputi biaya investasi, tenaga
kerja, dan biaya operasional lainnya. Dari sudut pandang ekonoml, maka benefit
mencakup lebih luas yakni tingkat pendapatan masyarakat yang diciptakan sebagai
konsekuensi meningkatnya destinasi atau kunjungan wisatawan.Berikutnya, benefit
yang diperoleh juga meliputi tingkat kesempatan kerja yang bertambah, meningkatnya
investasi, berkurangnya kemiskinan dan membaiknya distribusi pendapatan serta
diversifikasi bentuk usaha ekonomi masyarakat,

Jika pengelolaannya dapat dikembangkan secara profesional maka akan
memberikan jaminan bagi keberlangsungan usaha public dan usaha ikutan yang
dilakukan masyarakat. Hal ini sekaligus memberi dampak positif bagi pembangunan
taman laut yang berkelanjutan, sebagai contoh: jika taman laut terpelihara, maka fungsi
pelestarian ikan dan hasil laut lainnya dan perkembang-biakan menjadi terjamin,
sehingga memberikan jaminan ketersediaan terhadap jumlah memadai ikan tangkapan
nelayan di Pulau Bunaken dan sekitarnya, Keadaan ini juga yang dimungkinkan untuk
tetap berlangsung minat wisatawan berkunjung ke Bunaken, karena keunikan obyek
wisata inl jelas dan telah ter-promosi ke seluruh dunia.

Ruang public pengelolaan obyek wisata Bunaken semakin jelas jika dikaitkan
dendan dinamika kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya mencakup Kota
Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa
Selatan; di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi wadah untuk koordinasi.
Aktivitas dan perilaku masyarakat dan kalangan dunia usaha memberikan dampak
langsung maupun tidak langsung terhadap obyek Wisata Bunaken. Oleh sebab itu
pengelolaannya senantiasa melakukan koordinasi dengan pelaku usaha serta
pemerintah daerah khususnya. Pengelolaan vang professional, juga akan diikuti dengan
pemantauan yang kontinyu dan berkualitas, di mana jika terjadi sesuatu yang
memberikan dampak bagi obyek wisata Bunaken, maka secepatnva dilakukan koordinasi
untuk melaksanakan tindakan dalam rangka solusi yang cepat dan terukur.

5.3. Alternatif Bentuk Pengelolaan Obyek Wisata Bunaken
Alternatif bentuk pengelolaan obyek wisata Pulau Bunaken dapat dikemukakan
sebagal berikut:
a. Badan Usaha Milik Daerah
Pengelolaan melalui bentuk Badan Usaha Millk Daerah (BUMD) memungkinkan
dilakukan mengingat pemerintah memiliki kepentingan dan keterkaitan secara
langsungsebagai pemrakarsa dan penginisiasi perbangunan prasarana dan sarana.
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Dampak positif dan negative dari pengembangan obyek wisata Bunaken menjadi
sesuatu yang harus diseriusi pemerintah dalam pengembangannya.

Kelebihan dari pengelolaan BUMD untuk obyek wisata Bunaken dapat
dikemukakan antara lain: pertama, potensi dana yang relatif tersedia yang dapat
direncanakan oleh pemerintah daerah dalam prosedur anggaran. Dana dapat
dialokasikan langsung dari pos belanja modal dan dapat dianggarkan dari
penyertaan modal. Kedua, pengelolaan dapat langsung diseimbangkan antara
kepentingan pemerintah dalam berbagai aras (nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, bahkan sampai di tingkat lokal kecamatan/desa/kelurahan).
Ketiga, pemantauan terhadap dampak positif dan negative dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya alam dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pemerintah
dalam berbagai aras.

Kelemahan dari pengelolaan BUMD adalah: pertama, kemudahan untuk
intervensi pemerintah (khususnya pejabat) dalam manajemen sehingga tidak ada
atau mengakibatkan kekurangan kemandirian dalam mengelola, di mana dapat
menghambat profesionalisme. Kedua, intervensi dalam penentuan manajemen dan
staf yang dapat mengarah kepada kapasitas sumberdaya manusia yang realtif
kurang diharapkan. Ketiga, intervensi dapat terjadi bukan saja dari eksekutif tetapi
juga dari legislative dan kekuatan lain yang memiliki jaringan dengan pemerintah.

b. Koperasi
Pengelolaan obyek wisata Bunaken dapat juga dilaksanakan oleh koperasi; di mana
koperasi sebagai usaha bersama yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota.
Cakupan untuk kesejahteraan anggota tersebut secara langsung maupun tidak
langsung memiliki potensi untuk pengelolaan yang lebih bijaksana, dalam artian
bahwa pihak manajemen akan mengarahkan pengelolsannya untuk kepentingan
bersama.

Kelebihan dari pengelolaan dalam bentuk koperasi: pertama, dari tujuan
organisasinya adalah untuk kesejahteraan seluruh anggota, sehingga manfaat yang
diciptakan akan mengarah atau bermuara ke anggota; kedua, kebijakan pemerintah
yang terus berkembang dalam memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha
mikro kecil (UMK), sehingga berbagai kemudahan dapat diperoleh seperti antara
lain: pembinaan manajemen, pembinaan anggota, dan bantuan pembiayaan;
ketiga, potensi sumberdaya manusia pada keahlian tertentu dapat diperoleh dari
internal koperasi; keempat, potensi pemblayaan dapat diperoleh dari internal
koperasi atau jaringan yang dimiliki anggotanya; kelima, sebagai sarana
pembelajaran bisnis bagi anggota, termasuk adminsitrasi bisnis dan keuangan
perusahaan. Keenam, struktur organisasi disamping ada badan pengurus, maka
dilengkapi dengan badan pengawas yang berfungsi untuk memantau dan
mengawasi jalannya usaha dan kepengurusan.
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Kelemahan dari pengeiolaan dalam bentuk koperasi: pertama, relatif kesulitan
memperoleh satu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan usaha yang sama atau
terkait langsung untuk dikembangkan menjadi koperasi: kedua, keputusan
pengembangan usaha sangat tergantung pada rapat anggota, yang memiliki
keterbatasan untuk dikumpul dalam waktu yang dibutuhkan, padahal dinamika blsnis
memeriukan penyesusian vang kontinyu terhadap kebijakan. Ketiga, pengurus
berpeluang untuk dapat mendominasi atau bahkan mengintervensi manajemen, karena
manajemen diangkat oleh pengurus. Keempat, pengurus memiliki kewenangan yang
didelegasikan oleh rapat anggota, di mana akan mendominasi pelaksanaan pengurusan
selama perinde yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

C. Swasta
Dunia usaha swasta dapat melaksanakan pengelolaan obyek wisata yang dimiliki
public dengan melalui proses lelang sebagaimana peraturan perundang-undangan,
Prinsip bisnis dalam pengelolaan obyek wisata Bunaken memungkinkan dapat
dioptimalkan kemanfaatan dari usaha ini.

Kelebihan pengelolaan obyek wisata Bunaken oleh swasta; pertama, orientasi pada
keuntungan maka manajemen akan berupaya mengelola optimal dan kreatif dengan
peningkatan pelayanan yang dapat memberikan daya tarik tinggi di mana memberi
dampak langsung pada peningkatan wisatawan yang dapat signifikan. Kedua, sumber
pembiayaan yang luwes dan dinamis di mana sangat tergantung dari bonafiditas swasta
yang mengelola; ketiga, ada kemungkinan untuk transfer teknologi dan model
manajemen apabila usaha ini nantinya akan akan berkembang usaha ikutan/ turunan
yang dikelola oleh BUMD atau pemberdayaan masyarakat, termasuk BUMDes.

Kelemahan pengelolaan obyek wisata Bunaken oleh swasta: pertama, dapat saja
mengutamakan tenaga kerja dan manajer dari luar lokal: kedua, orientasi jangka
pendek untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dapat saja memberikan
dampak pada tidak atau kurang mengabaikan kepentingan public/ masyarakat dalam
jangka panjang.

d. Public Private Partnership (P3)

Pengelolaan dengan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha swasta atau public
private partnership tampaknya saat ini terus berkembang dalam bisnis yang berkaitan
dengan kepentingan public/pemerintah. Kelebihan dari bentuk pengelolaan ini adalah
berkaitan dengan sumber pembiayaan yang terbatas pada pemerintah, di mana swasta
memiliki kemampuan yang besar dibarengi dengan kapasitas pengelolaan yang mampu
menyusun perencanaan bisnis (business plan) yang mantap. Oleh sebab itu kerjasama
pemerintah dan swasta akan memberikan kemampuan yang besar terhadap pangembangan
obyek wisata Bunaken. Kelemahan dari kerjasama ini adalah jika tidak dikendalikan maka
peran swasta dapat lebih besar dan pemerintah mengalami  kesulitan atau
kekurang-mampuan untuk memantau dan mengawasl jalannya usaha serta dalam proses
pengambilan keputusan bisnis.
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5.4. Peluang Penyertaan Modal Pemerintah
5.4.1. Konsep Investasi Pemerintah

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Investasi Pemerintah, pasal 1, dikatakan bahwa Investasi Pemerintah
adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk
investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Jadi pada dasarnya investasi
pemerintah sama dengan konsep Investasi dalam bisnis yang berorientasi profit
atau motif ekonomi dan secara tidak langsung tentunya akan memberikan dampak
pada aspek atau sektor non ekonomi lainnya. Hal ini jelas logilkanya karena ketika
investasi pemerintah sukses maka secara tidak langsung akan memberikan dampak
sosial dan aspek lainnya dalam konteks pembangunan.

Saat ini dari banyak keterbatasan maka keterbatasan dalam sumber
pembiayaan atau dana menjadi sangat krusial dalam investasi pemerintah. DI dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi
Pemerintah dikatakan bahwa Sumber dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. keuntungan investasi terdahulu;
c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah;
danfatau d. sumber-sumber lainnya yang sah. Hal ini yang menyebabkan
pengelolaan investasi pemerintah memang harus dikelola secara profesional.
Pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas
sebagai berikut;

a- asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di
bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menterl Keuangan, Badan
Investasi Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai
fungsi, wewenang, dan tanggung jawah masing-masing.

b. asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah harus dilaksanakan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

C, asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah diarahkan agar dana investasi
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
secara optimal.

d. asas akuntabilitas, yaltu setiap kegiatan Investasi Pemerintah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

€. asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah harus didukung oleh adanya
ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Investasi Pemerintah)
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5.4.2. Pengertian Investasi Daerah

Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dena dan/atau barang
milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian
surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok
ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, (Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah). selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa (1) Investasi
pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya. (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keuntungan sejumiah tertentyu datam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah; b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan
bagi hasil investasi sejumliah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan
penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
danfatau e. peningkatan kesejahteraan masvarakat sebagal akibat dari investasi
pemerintah daerah,

5.4.3. Bentuk dan Syarat Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah, Pasal 9, Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi: a.
investasi surat berharga; danfatau b. investasi langsung. Untuk Investasi surat
berharga, dilakukan dengan cara: a. pembelian saham: dan/atau b. pembelian surat
utang (ebligasi). Sedangkan Investasi langsung meliputi: a. penyertaan modal
pemerintah daerah; dan/atau b, pemberian pinjaman. Untuk investasi Langsung adalah
penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk
membiayal kegiatan usaha sedangkan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang
adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan. Untuk penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah vang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pade badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara dan untuk pemberian pinjaman adalah
bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik
daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah
daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh (Permendagri Nomor 52 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah).

Untuk syarat investasi daerah, menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, pasal 14, dikatakan bahwa
Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan
dan Belanfa Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam
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Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat
barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Permendagri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah)

5.4.4.Kewenangan Dan Tanggungjawab Kepala Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagal berikut:

1.
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Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah
daerah. Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi; a.
regulasi; b. operasional; dan c. supervisi.

Pengelolaan investasi pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan

pengelolaan investasi secara nasional.

. Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah meliputi:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan investast pemerintah daerah; b.
menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investas
pemerintah daerah; dan c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang
timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat
penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan
pemenuhan perjanjian investasi.

Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah
meliputi: a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Investas
dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat: b.
mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. menempatkan
dana dan/atau barang milik dagrah dalam rangka investasi pemerintah daerah
sesuai peraturan perundangundangan; d. melakukan perjanjian investasi terkait
dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah; e. melakukan
pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi pemerintah daerah; f.
mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah
yang diatur dalam perjanjian investasi; g. mengusulkan perubahan perjanjian
investasi; h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah
apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian
investasi;dan melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.

- Kewenangan dan tanggungjawab kepala daerah dapat dilimpahkan kepada

pengelola investasi.

- Untuk Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah meliputi:

a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi pemerintah daarah yang terkait dengan
dukungan pemerintah daerah; b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan
pelaksanaan investasi permerintah daerah dalam jangka waktu tertenty ;dan ¢
melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya
sehubungan dengan investasi langsung. (2) Kewenangan dan tanggungjawab dapat
dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.
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2.4.5, Pengelolaan Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Padoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

E

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi : 3. perencanaan investasi; b.
pelaksanaan investasi; c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan
anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah; d. divestasi: dan
€. pengawasan.

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat
barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5.4.6. Perencanaan Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

1.

Pengelola Investasi, menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang
dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan vang dituangkan dalam rencana
keglatan investasi pemerintah daerah,

Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah
untuk mendapat persetujuan.

Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum
melakukan investasi. Dan Analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh
nenasehat investasi pemerintah daerah.

5.4.7. Pelaksanaan Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

ks

ol

13

Irwestasi surat berharga dengan cara pembelian saham dilaksanakan atas saham
yang diterbitkan perseroan terbatas.

Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang dilaksanakan atas surat
utang yang diterbitkan pemerintah pusat danfatau pemerintah daerah lainnya.
Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang
memberikan opsi pembelian surat utang kembali, Dan Opsi pembelian surat utang
kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian
kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang
sebelum jatuh tempo.

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya
dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil
analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. Pembelian saham
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaizn saham, analisis portofolio dan
analisis risiko.
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Pembelian surat utang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat
utang dan analisis risiko.

Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dilaksanakan berdasarkan pada
analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oieh Pengeiola Investasi
dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah .
Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah dituangkan dalam perjanjian investasi
antara pengelola investasi dengan pihak ketiga, yang dituangkan dalam
perjanjian investasl antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank
atau lembaga keuangan bukan bank, dan perjaniian investasi harus dilaporkan
kepada Kepala Daerah.

10.Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.

Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah terdiri atas: a. laporan posisi
portofolio investasi; dan b. laporan hasil investasi. (3) Laporan kegiatan investas
pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah

5.4.8.Divestasi Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

§ 5

2.

3

Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah dasrah
melakukan divestasi, yang dihasilkan dari analisis penasihat investasi.

Divestasi meliputi: a. Penjualan surat berharga; dan/atau b. Penjualan
kepemilikan investasi langsunag,

Penjualan surat berharga meliputl: a. penjualan saham; dan/atau b. penjualan
surat utang.

Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa kepemilikan atas: a.
penyertaan modal; dan/atau b. pemberian pinjaman.

Kepemilikan atas penyertaan modal berupa modal dan/atau saham, sedangkan
Kepemilikan atas pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak
tagih.

Penjualan saham dapat dilakukan apabila: a. harga saham naik secara signifikan
dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi; b. terdapat investasi lain
yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau c. terjadi penurunan harga
saham secara signifikan.

Penjualan surat utang sebagaimana dapat dilakukan apabila: a. imbal hasl|
{yield) diperkirakan turun; b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih
menguntungkan; atau c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

- Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dapat dilaksanakan setelah

dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat Investasi. Analisis kelayakan oleh
penasihat investasi dilakukan dalam hal : a. kegiatan perusahaan tidak
menguntungkan; atau b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah
daerah.
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9. Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih
setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.

10.Biaya pelaksanaan divestas| berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan
akuntabilitas.

11.Has]l divestasi merupakan penerimaan daerah atau pendapatan daerah dan
dilaporkan kepada kepala daerah.

12.Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan Investasi pemerintah
daerah

2.4.5. Pengawasan Investasi Daerah
Menurut Permendagri Nomor 52 Tehun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut;
L. SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan
investasi pemerintah daerah.
2. Pengawasan mellputi pemantauan dan pengendalian,
3. Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada kepala daerah,

5.5. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Infrastruktur

=.3.1. Konsep Dasar Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastuktur (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomar 38
Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur)

Konsep investasi pemerintah dan daerah, lebih menekankan pada aspek
penyeriaan modal lewat BUMD sebagai bentuk investasi langsung selain pemberian
pinjaman daerah, ini berarti kepala proyek bukanlah kepala daerah melainkan BUMD,
kemudian BUMD yang akan merencanakan, memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi
dan mempertanggungjawabkan uang yang diberikan sebagal penyertaan modal
pemerintah daerah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban BUMD dan pembagian
deviden. Namun bagaimana jika pemerintah daerah vang melakukan sendiri provek
yang dinilainya memiliki manfaat ekonomi, sosial dan manfaat tertentu lainnya ? maka
PP nol tahun 2008 dan Permendagri 52 tahun 2012 menjadi tidak bisa digunakan
sebagai dasar hukum, karena pelaksana dan penanggungjawab ada pada BUMD.
Berdasarkan kondisi ini maka pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 38 Tshun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur, memberikan peluang untuk melakukan sendiri pembiayaan
infrastruktur yang dianggap penting dan memiliki nilai ekonomis sendiri oleh pemerintah
daerah dan atau melakukan kerjasama dengan badan ussha yang bisa BUMN, BUMD,
Swasta dan Koperasi. Ada beberapa terminologi penting yang digunakan pada perpres
ini antara lain :

1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PIPK adalah
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Millk Negara/Badan
Usaha Milik Daerah sebagal penyedia atau penvelenggara infrastruktur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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11,

12,
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Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang
diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatdan mendukung
jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan soslal masyarakat dapat berjalan
dengan baik,

Penvediaan Infrestruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk
membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan
pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka
meningkatkan kemanfaatan infrastruktur

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagal KPBU
adalahh kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha datam Penyediaan
Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko
diantara para pihak.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan
usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau
koperasi.

. Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usahz

Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang
lelang atau ditunjuk langsung.

Seleksi adalah metode pengadaan Badan Usaha dalam rangka penyiapan KPBU
dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara
luas atau undangan.

Pelelangan adalah metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka
pelaksanaan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui
pengumuman secara luas atau undangan.

. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam

rangka pelaksanaan KPBU melalul negosiasi dengan 1 (satu) peserta.

Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang
diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara
sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU,

Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal
yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara
kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Provek Kerja
Sama.
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5.5.2. Tujuan dan Prinsip KPBU
Pada pasal 3 dikatakan bahwa KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan
Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran,
dan tepat waktu;

3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima,
atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
dan/atau

5. Memberikan kepastian pengembalian Investasi Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada
Badan Usaha. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur)
Sedangkan dari sisi prinsip, maka KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:

a. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang
mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak:

b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah
dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi
masyarakat;

C. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui
tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan
prinsip persaingan usaha yang sehat;

d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur
dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan
mitigasi terhadap risiko;

e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat
pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan
pemeliharaan infrastruktur;

f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan
pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui
dukungan dana swasta (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur)

5.5.6. Jenis Infrastruktur Yang Bisa di KPBUkan Dan Bentuk Pembiayaan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), pada
pasal 5, dikatakan bahwa (1) Infrastruktur vang dapat dikerjasamakan berdasarkan
Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. (2) Jenis
Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:
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A. Infrastruktur Transportasi;

8. Infrastruktur Jalan;

C. Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Irigasi;

D. Infrastruktur Air Minum;

E. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;

F. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat;

G. Infrastrukfur Sistem Pengelolaan Persampahan;

H. Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika;

L. Infrastrukiur Ketenagalistrikan;

1. Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi Dan Energi Terbarukan;
K. Infrastruktur Konservasi Energi;

L. Infrastruktur Fasilitas Perkotaan;

M. Infrastruktur Fasilitas Pendidikan;

N. Infrastruktur Fasilitas Sarana Dan Prasarana Olahraga, Serta Kesenian;
0. Infrastruktur Kawasan;

P. Infrastruktur Pariwisata;

(3. Infrastruktur Kesehatan:

R. Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan; Dan

S, Infrastruktur Perumahan Rakyat.

Untuk infrastuktur vang bisa di KPBUkan, lebih detail ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dimana
untuk Infrastruktur vang dapat dikerjasamakan berdasarkan Panduan Umum ini
mencakup:

a.
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Infrastruktur transportasi, antara lain: 1. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas
danfatau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti
terminal penumpang dan kargo; 2. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas
danfatau pelayanan jasa kepelabuhanan; 3. sarana danfatau  prasarana
perkeretaapian; 4. sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas;
dan/atau 5, sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
infrastruktur jalan, antara lain: 1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal; 2, jalan
tol; dan/atau 3. jembatan tol.

Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: 1. saluran pembawa air baku;
danfatau 2. jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan
pelengkapnya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung,

- Infrastruktur air minum, antara lain: 1. unit air baku; 2. unit produksi: dan/atau 3.

unit distribusi.

Infrastruktur sistem pengelalaan air limbah terpusat, antara lain: 1. unit pelayanan;
Z. unit pengumpulan; 3. unit pengolahan; 4. unit pembuangan akhir: dan/atau 5.
saluran pembuangan air, dan sanitasi.
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f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain: 1. unit pengolahan
setempat; 2. unit pengangkutan; 3. unit pengolahan lumpur tinja; 4. unit
pembuangan akhir; dan/atau 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.

g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain: 1. pengangkutan: 2.
pengolahan; danfatau 3. pemrosesan akhir sampah.

h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain: 1. jaringan telekomunikasi:
2. infrastruktur e-government; dan/atau 3. infrastruktur pasif seperti pipa saluran
media transmisi kabel (ducting).

| infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan,
antara fain: 1. infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain: a) pembangkit tistrik; b)
transmisi tenaga listrik; c) gardu induk; dan/atau d) distribusi tenaga listrik. 2.
infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bioenergi, antara lain: a) pengolahan:
b) penyimpanan; ¢) pengangkutan; dan/atau d) distribusi.

j. infrastruktur konservasi energi, antara lain: 1. penerangan jalan umum; dan/atau 2.
efisiensi energi.

k. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain: 1. saluran utilitas (tunnel);
danfatau 2. pasar umum,

l. infrastruktur kawasan, antara lain: 1. kawasan pengembangan limu pengetahuan,
teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park: dan/atau 2.
kawasan industri,

m.infragtruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information
center).

n. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain: 1.
sarana pembelajaran; 2. laboratorium; 3. pusat pelatihan; 4. pusat penelitian/pusat
kajian; 5. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; 6. inkubator bisnis; 7.
galeri pembelajaran; 8, ruang praktik siswa; 9. perpustakaan; dan/atau 10. fasilitas
pendukung pembelajaran dan pelatihan.

o. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain: 1.
gedung/stadion olahraga; dan/atau 2. gedung kesenian dan budaya.

p. infrastruktur keseshatan, antara lain: 1. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit,
prasarana rumah sakit, dan peralatan medis; 2. fasilitas pelayanan kesehatan dasar,
seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun
klinik; danfatau 3. laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium
kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.

g. infrastruktur pemasyarakatan, antara lain: 1. lembaga pemasyarakatan; 2. balai
pemasyarakatan; 3. rumah tahanan negara; 4. rumah penyimpanan benda sitaan dan
barang rampasan negara; 5. lembaga penempatan anak sementara; 6. lembaga
pembinaan khusus anak; dan/atau 7. rumah sakit pemasyarakatan.

r.infrastruktur perumahan rakyat, antara lain: 1. perumahan rakyat untuk golongan
rendah; dan/atau 2. rumah susun sederhana sewa
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5.5.7.Pengadaan Tanah di KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), (1)
Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. (2) Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. (3) Dalam hal PIPK adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau dari Badan Usaha melalui kerjasama dengan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan. Kemudian
apabila dalam hal KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar
kembali sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh
Mentern/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

5.5.8. Pengembalian Investasi

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), pasal 11,
menyatakan bahwa (1) PIPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi
penutunan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. (2)
Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur
bersumber dari: a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif; b. Pembayaran
Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan/atau ¢. bentuk lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangar.

Selanjutnya pada pasal 12 dikatakan (1) Dalam hal pengembalian investasi Badan
Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, PIPK
menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur. (2) Tarif awal dan penyesuaiannya,
ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biava
modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. (3) Dalam hal
berdasarkan pertimbangan PIPK, tarif sebagaimana dimaksud pada avat (2), belum
dapat ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan Usaha Pelaksana, tarif
dapat ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna. (4) Dalam hal tarif
ditentukan berdasarkan kemampuan pengguna, PIPK memberikan Dukungan Kelayakan
sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh pengembalian  investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), hanya diberikan bagi KPBU yang mempunyai kepentingan dan
kemanfaatan sosial, setelah Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan kajian
yang fengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial,

Kemudian (1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan
bersumber dari Pembayaran atas Ketersediaan Layanan, PIPK menganggarkan danza
Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur vang dilakukan oleh
Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam
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Perjanjian Kerja Sama. (2) Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhitungkan: a. biaya
modal; b. biaya operasional; dan/atau c. keuntungan Badan Usaha Pelaksana. (3) Dalam
hal Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan Infrastruktur yang dikerjasamakan
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KPBU, Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan
Usaha Pelaksana, melalui anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Kemudian, pada ayat (4) PIPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada
Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi kondisi sebagai berikut: a. Infrastruktur
vang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatskan siap beroperasi; dan b,
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastrukiur telah
memenuhi indikator layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama.

5.5.9.KPBU Dengan Inisiatif Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi)
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur),

menyatakan bahwa Badan Usaha dapat melakukan inisiatif KPBU, dengan pokok pokok

aturan sebagai berikut :

1. Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada MenterifKepala
Lembaga/Kepala Daerah.

2. Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha adalah yang
memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terintegrasi secara teknis dengan rencana
induk pada sektor yang bersangkutan; b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
¢. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang
memadal untuk membiayal pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur

3. Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas KPBU yang
diusulkan.

4, Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU dapat diberikan alternatif kompensasi
sebagai berikut: a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus);
b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa
terhadap penawar terbaik (right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam
proses pelelangan; atau c. pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan
intelektual yang menyertainya oleh Menterifkepala Lembaga/Kepala Daerah atau
oleh pemenang lelang.

5. Menterifkepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengubah atau melakukan
penambahan terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya tenpa
memerlukan perijinan terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa, terhadap
seluruh studi kelayakan dan dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk Hak
Kekayaan Intelektual.

6. KPBU yang diprakarsai Badan Usaha dapat diberikan Jaminan Pemerintah sesuai
ketentuan peraturan
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5.5.10.Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), KPBU
mendapat dukungan dan jaminan pemerintah, dengan pokok pokok pikiran sebagai
berikut :

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah
terhadap KPBU sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU.

2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan

kekayaan negara dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk

Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesual dengan peraturan

perundang-undangan berdasarkan usulan PIPK.

Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU.

- Jaminan Pemerintah sebagaimana diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur.
5. Jaminan Pemerintah diberlkan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan
perngendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan
kekayaan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang untuk: a.
menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah yang akan diberikan kepada
KPBU; b. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak
yang terkait dengan KPBU yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah; c.
menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah yang diberikan
kepada suatu KPBU; dan d. menetapkan pemberian Jaminan Pemerintah kepada
Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur,

A

5.5.11.Pembiayaan Sebagian KPBU oleh Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur),
pemerintah (PJPK) dapat membiayai sebagian Penyediaan Infrastruktur, sedangkan
Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana. Dan Pemilihan
Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui pengadaan Badan Usaha Pelaksana
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

5.5.12.Perencanaan dan Penganggaran KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan
pokok pokok aturan sebagai berikut :

. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah merencanakan dan mengidentifikasi
kegiatan atau penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan
Usaha.

ii. Perencanaan KPBU antara lain: a. identifikasi dan penetapan KPBU; b. penganggaran
KPBU; dan c. pengkategorian KPBU.
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iii. Identifikasi Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan paling
kurang: a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis
seklor infrastruktur; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah: c.
keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; d. analisa biaya manfaat
dan sosial; dan e. analisa nilai manfaat uang (Value for Money).

iv. Pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus
disertai dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan memuat paling kurang: a.
rencana bentuk KPBU; b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya;
dan ¢, rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara
penilaian.

v. Dalam melakukan identifikasi KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
melakukan konsultasi publik.

vi. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan rencana KPBU,
Dan disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang perencanaan
pembangunan nasional.

vil. Penetapan daftar rencana KPBU dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional

viii. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, transaksi, dan
manajemen KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5.13.Prasudi Kelayakan KPBU
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan

pokok pokok aturan sebagai berikut :

1. Menteri/fKepalza Lembaga/Kepala Daerah menyusun prastudi kelayakan atas
Infrastruktur yang akan dikerjasamakan.

2. Prastudi kelayakan, menghasilkan kesimpulan antara lain: a. sumber pembiayaan
KPBU; b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan; c.
rancangan KPBU dari aspek teknis; d. usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan
Pemerintah yang diperiukan; e. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta
pengalokasian risiko tersebut; dan f. bentuk pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana, '

3. Dalam tahapan penyiapan prastudi kelayakan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah menyusun dokumen sebagai berikut: a, dokumen studi lingkungan; dan b.
dokumen perencanaan pengadaan tanah.
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5.5.14.Penyiapan Perjanjian KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan
pokok pokok aturan sebagai berikut :

L. PIPK menyiapkan perjanjian KPBU. Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan
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mengenai: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. Jaminan pelaksanaan; d. tarif
dan mekanisme penyesuaiannya; e, hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko; f.
standar kinerja pelayanan; g. pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara
komersial; h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian: i.
pemutusan atau pengakhiran perjanjian; j. status kepemilikan aset; k. mekanisme
penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat,
mediasi, dan arbitrase/pengadilan; |, mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha
Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan; m. mekanisme perubahan pekerjaan
dan/atau layanan; n. mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi
pinfjaman; o©. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau
pengelolaannya kepada PIPK; p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau
pengelolaannya kepada PIPK; g. keadaan memaksa; . pernyataan dan jaminan para
pihak bahwa perjanjian KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; s. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu
Bzhasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/official translation), serta menggunakan
Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia: dan
t. hukum yang berfaku, yaitu hukum Indonesia.

- Besaran jaminan pelaksanaan setinggi-tingginya adalah 5% (lima per seratus) dari

nilai investasi KPBU.

- Pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum Penyediaan Infrastruictur

beroperasi secara komersial, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan dan berdasarkan kriteria  yang ditetapkan  Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. dan
Pengalihan saham Ini, tidak boleh menunda jadwal mulai beroperasinya KPBU,

. Dalam hal terdapat penyerahan pengelolaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana untuk
pelaksanaan KPBU, dalam perjanjian KPBU diatur: a. tujuan pemanfaatan aset dan
larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati: b.
tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan
kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset; ¢. hak dan kewajiban pihak
yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama
digunakan; d. larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk mengagunkan aset
sebagai jaminan kepada pihak ketiga; e. tata cara penyerahan dan/atau
pengambalian aset; f hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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2. Dalam hal Perjanjian KPBU mengatur penyerahan pengelolaan aset yang diadakan
oleh Badan Usaha Pelaksana selama jangka waktu perjanjian, perjanjian KPBU harus
mengatur: a. kondisi aset yang akan dialibkan; b. tata cara pengalihan aset; c. status
aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk
apapun pada saat aset diserahkan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah:;
d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan e. pembebasan
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah
penyerahan aset.

5.5.15.Transaksi KPBU
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesla Nomor 38 Tahun 2015 Tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan

pokok pokok aturan sebagal berikut :

1. Transaksi KPBU terdiri dari kegiaten-kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana; b. penandatanganan perjanjian KPBU; dan ¢. pemenuhan
pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.

2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah
diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperiukan untuk pelaksanaan KPBL,
kecual ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.

3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk panitia pengadaan Badan
Usaha Pelaksana.

4. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui Pelelangan atau Penunjukan
Langsung. Pelelangan atau Penunjukan Langsung dilakukan melalul prakualifikasi,

5. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung dapat dilakukan
apabila: a. merupakan KPBU kondisi tertentu; atau b. prakualifikas! Badan Usaha
Pelaksana hanya menghasilkan satu peserta. (2) Kondisi tertentu vaitu: a.
Pengembangan atas Infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan
sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama; b. Pekerjaan yang hanya
dapat dileksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang
mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau ¢, Badan Usaha Pelaksana
telah menguasai sebaglan besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk
melaksanakan KPBU.

5.5.16.Penandatangaan Perjanjian dan Perolehan Pembiayaan dalam KPBU
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan

pokok pokok aturan sebagai berikut :

1. Perjanjian KPBU ditandatangani oleh PIPK dengan Badan Usaha Pelaksana.

2. Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Usaha
Pelaksana menandatangani perjanjian KPBU, Badan Usaha Pelaksana harue telzh
memperoleh pembiayaan atas KPBU,
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3. Perolehan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana
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apabila: a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh
KPBU; dan b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dapat
dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

- Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan, perolehan pembiayaan dinyatakan

terlaksana apabila: a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai
salah satu tahapan KPBU; dan b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk
memulai pekerjaan konstruksi. (3) Jangka waktu sebagaimana apat diperpanjang
dari waktu ke waktu oleh MenterifKepala Lembaga/Kepala Daerah apabila kegagalan
memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana,
sesual dengan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/kepala Daerah.

- Setiap perpanjangan jangka waktu oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

diberikan paling lama 6 (enam) bulan. Dan dalam hal jangka waktu perpanjangan
tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPBU berakhir
dan jaminan pelaksanaan berhak dicalrkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah.
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BAB VI
BENTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PULAU BUNAKEN

6.1. Usaha Ekonomi Potensial dan Prospek Pengembangan Mendukung Obyek
Wisata Bunaken

Usaha ekonomi potensial vang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk
mendukung obyek wisata Bunaken ada yang berkaitan langsung dengan potensi
sumberdaya alam di lokasi dan sekitamya, dan ada yang dikembangkan sebagai
konsekuensi perkembangan kunjungan wisatawan.

a. Usaha Potensial Berkaitan dengan Potensi Sumberdaya Alam

Usaha potensial berkaitan dengan potensi sumberdaya alam, antara lain meliputi:

- Produk kuliner/Makanan dan Minuman,

- Produk cendramata,

- Jasa pendampingan snorkeling,

- Jasa sewa perahu/kapal motor,

- Jasa antar keliling pulau atau ke pulau sekitar, dan

- Jasa pendampingan penangkapan ikan

- Budidaya Pertanian/perkebunan/peternakan/Perikanan/Kehutanan

Kuliner yang dimaksud dapat dicontohkan seperti sumber makanan lokal vang
terdiri dari umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan termasuk buah kelapa dan
pengolahan buah segar, ikan dan hasil laut lainnya. Disamping itu, kuliner juga dapat
terdini dari kue-kue basah dan kering yang bahannya dari sumber lokal dan bukan lokal,
tetapi dibuat secara tradisional oleh masyarakat lokal.

Produk cendramata juga yang bersumber dari bahan-bahan yang tersedia di lokal
dan sekitarnya. Bahan-bahan cendramata juga dapat dikombinasikan dari bahan lokal
dan bahan bukan lokal, di mana pembuatnya diharapkan dar masyarakat lokal.
Termasuk dalam cendramata ini adalah kue-kue atau makanan kering yang dapat tahan
lama, paling tidak mampu bertahan kualitasnya dibawa oleh wisatawan sampai ke
tempat asal — dan di tempat asal yang dapat dikonsumsikan sendiri atau menjadi ole-ole
buat family dan teman.

Jasa pendampingan snorkeling diperlukan mengingat kondisi lokal taman laut
tempat melakukan snorkeling dana atau penyelaman memerlukan arahan dan panduan
darl yang paham terhadap keberadaan kondisi pantai di mana tempat dilakukan
penyelaman. Hal ini dapat dikemukakan bahwa ada tempat-tempat yang rawan untuk
dilakukan penyelaman dikarenakan arus yang deras ataupun bahaya lainnya, termasuk
hewan laut, disamping area yang tidak boleh disentuh dalam rangka konservasi,

71



Jasa sewa perahu/kapal motor adalah dimiliki oleh nelayan yang dibuat di lokal atau
bukan lokal. Perahu/kapal mator ini dapat diantar sendiri oleh si penyewa atau diantar
oleh pemilik atau pembantunya. Jasa ini dapat dipadukan dengan jasa antar keliling
Pulau Bunaken atau mengunjungi pulau-pulau kecil lain di sekitarnya, Disamping itu
jasa ini juga dapat digabung dengan jasa pendampingan penangkapan ikan. Menarik
untuk dikembangkan bahwa jasa pendampingan penangkapan ikan secara tradisional
dilakukan antara lain, memancing dan penyelaman untuk penusukan.

Budidaya Pertanian/perkebunan/peternakan/Perikanan/Kehutanan, juga memiliki
peluang untuk dikembangkan. Khusus pertanian periu dikembangkan tanaman
umbi-umbian/palawija lain yang memungkinkan ditanam di Pulau, disamping
bumbu-bumbu serta sayuran dan buah-bushan yang memungkinkan. Malahan
disarankan untuk penghijauan di pinggir pantai disiapkan pohon buah-buahan yang
produktif seperti matoa, mangga, jambu, jeruk, manggis dan lainnya. Tanaman
perkebunan yang diupayakan terus dipelihara adalah kelapa, mengingat produk
langsung dari kelapa seperti: minyak kelapa, santan kelapa, air kelapa, buah kelapa
muda, yang juga dapat digunakan untuk membuat makanan termasuk kue-kus.
Wisatawan pada umumnya akan lebih tertarik jika mengkonsumsi produk lokal. Bagian
lain dari kelapa dapat digunakan untuk bahan baku atau dasar pembuatan cendra mata
seperti ijuk, tempurung, batang kelapa tua, dan sabut kelapa. Budiadaya peternakan
adalah yang memungkinkan untuk dikembangkan seperti unggas. Budidaya perikanan
adalah dapat dilakukan juga dalam rangka mensupply kebutuhan wisatawan, Budidaya
kehutanan juga berfungsi untuk konservasi baik di daratan maupun di pantai/laut.

b. Usaha Potensial Dikembangkan Berkaitan dengan Prediksi Peningkatan
Kunjungan Wisatawan
Perkembangan wisatawan yang diprediksikan meningkat sebagail konsekuensi dari

kebijakan yang akan dilaksanakan maka akan memberikan konsekuensi terhadap
peningkatan kebutuhan akomodasi yang meliputi penginapan dan makan-minum serta
kebutuhan lalnnya. Oleh sebab itu, maka potensi usaha yang dapat disiapkan oleh
masyarakat meliputi:

- Jasa Restoran/Rumah Makan/Kafe (Kuliner/Katering),

- Jasa Homestay,

- Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Nginap,

- Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Acara Pertemuan dan Sound System

= Jasa MCK,

- Jasa Penyewaan alat selam dan Snorkeling

- Jasa Angkutan Pantai/Laut

- Jasa Warung Kebutuhan Pokok dan Wisatawan

- Jasa Pos dan Telekomunikasi

- Jasa Pijit/urut/relaksasi

- Jasa pemandu/guide
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- Jasa Perahu motor katamaran
- Jasa Peminjaman sepeda/sepeda motor
- Jasa Dermaga

Jasa Restoran/Rumah Makan/Kafe Kuliner termasuk menyediakan catering vang
diperlukan untuk melayani jumlah wisatawan dalam jumlah yang relatif banyak. Jasa ini
dapat dilaksanakan dalam lingkungan/kawasan obyek wisata yang tertata, dan dapat
juga dilaksanakan di luar kawasan tersebut atau dalam lingkungan masyarakat.

Jasa Homestay merupakan konsekuensi yang juga harus disiapkan, di mana
keberadaan homestay ini sangat diperlukan dengan jumiah yang relatif besar seiring
dengan peningkatan kunjungan wisatawan (lokal, nusantara dan mancanegara).
Homestay menjadi salah satu konsep pemberdayaan masyarakat, di mana dapat
disediakan langsung oleh keluarga dengan paket akomodasi yang tercakup konsumsi
dan lainnya.

Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Nginap, juga berpeluang menjadi usaha yang
menarik. Hal Ini mengingat karakteristik wisatawan ada juga yang berkeinginan untuk
membuat tendah-tenda semacam kemah dalam rangka menikmati keadaan alam pantai
Pulau Bunaken. Tempat lokasi untuk kemah sebaiknya diatur khusus dikombinasikan
dengan sarana penunjang lainnya seperti khususnya MCK, disamping keamanan yang
disiapkan untuk menjamin seluruh kenyamanan dalam berkemah.

Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Acara Pertemuan sudsh harus menjadi
konsekuensi, mengingat wisatawan yang berkunjung sering berkelompok dan banyak
diantara mereka yang akan membuat acara secara bersama. Khususnya wisatawan lokal
kunjungan ke Pulau Bunaken disamping menikmati obyek wisata maka dirangkainkan
dengan kegiatan organisasi termasuk melaksanakan ibadah atau seminar/lokakarya di
alam terbuka. Jasa ini termasuk juga dalam mempersiapkan paket tikar, kursi, meia,
soaund system, dan bahkan genzet. Jasa ini juga dalam rangka mempersiapkan acara
pernikahan di obyek wisata yang semakin menjadi kecenderungan sekarang ini, bahkan
ada yang melakukan ritual pernikahan dengan penyelaman pengantin dan undangan
secara massal.

Jasa Mandi Cuci Kakus (MCK) sangat penting disiapkan di berbagai tempat obyek
wisata dan tempat yang akan berpeluang dilewati banyak pengunjung. Penyiapan MCK
ini harus disiapkan dengan standar yang berkualitas karena sangat berpengaruh
terhadap tingkat kenyamanan, terutama bagi pengunjung yang melakukan selam sangat
membutuhkan untuk membilas dengan air tawar. Oleh sebab itu penyediaan air yang
relatif cukup menjadi tantangan tersendiri.

Jasa penyewaan alat selam dan snorkeling, menjadi peluana untuk bisnis keluarga
mengingat tidak seluruh wisatawan membawa peralatan sendiri. Jasa ini juga menjadi
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salah satu yang akan melengkapl bagi wisatawan yang akan mempelajari atau
mengadakan latthan untuk snorkeling dan selam. Jasa ini juga akan memberikan
kemudahan bagi upaya coba-coba awal wisatawan untuk melakukan selam, sebab
dengan tersedianya penyewaan memungkinkan kemudahan bagi wisatawan yang baru
tertarik untuk melaksanakan kegiatan wisata jenis ini.

Jasa angkutan pantai/Laut merupakan salah satu sarana yang harus disiapkan
mendukung kunjungan wisatawan ke Bunaken. Jasa angkutan pantal ini adalah
bermacam-macam bentuk pelavanannya, mencakup: angkutan dari daratan ke Pulau
Bunaken, angkutan kelifing Pulau Bunaken, angkutan dari Pulau Bunaken ke Pulau
lainnya seperti Siladen, Manado Tua, Montehage I, Montehage I1 dan lainnya. Disamping
Iitu dipergunakan untuk memancing atau menangkap ikan.

Jasa Warung Kebutuhan Pokok dan Wisatawan menjadi sangat berpeluang untuk
bisnis masyarakat lokal. Warung ini disamping menjual barang-barang kebutuhan
pokok, juga menjual barang-barang kebutuhan untuk wisatawan, dan cendramata.
Warung ini dapat dibuat di tempat lingkungan obyek wisata dan dapat juga di Juar
lingkungan obyek wisata termasuk di kampung.

Jasa Pos dan Telekomunikasi adalah menjadi penunjang untuk menopang dan
melayani kebutuhan wisatawan, Benda-benda pos seperti kartu pos, perangko, meterai
relatif diperlukan sebagian wisatawan. Telekomunikasi berupa telepon selular dan
voucher pulsa dan ketersediaan wi-fi menjadi kebutuhan yang penting bagi para
wisatawan mancanegara.

Jasa Pijit/urut/relaksasi dapat dikemukakan umumnya sudah menjadi pelengkap
dari obyek wisata, Jasa ini logis diperlukan karena para wisatawan dalam menikmati
obyek wisata dan sebagai konsekuensi melakukan perjalanan dan waktu yang panjang
menyebabkan keletihan di mana sebagian wisatawan telah terbiasa untuk dipijitfurut/
relaksasi, Jasa inl harus diarahkan tingkat profesionalnya sehingga memerlukan
sentuhan pelatihan dan diawali dengan mancarl sumberdaya manusia yang berbakat.

Jasa pemandu/guide menjadi sangat penting bagi wisatawan berfungsi untuk
mengarahkan dan menjelaskan segale sesuatu yang terkait dengan lingkungan obyek
wisata dan sekitarnya. Pemandu ini dapat dikeordinasikan oleh suatu bentuk kesatuan
bisnis tertentu berupa kelompok, koperasi, BUMDes, dan lainnya sehingoa dapat terarah
dan dibina professional.

Jasa perahu motor katamaran menjadi salah satu inti dari yang harus disiapkan di
obyek wisata Bunaken. Bagi wisatawan yang tidak akan melakukan penyelaman atau
snorkeling maka sarana untuk menikmati keindahan taman laut Bunaken adalah melalui
katamaran ini. Menikmati melalul katamaran dapat secara individu atau kelompok
dengan jumlah yang bervariasi sehingga perahu katamaran dapat disediakan dalam
berbagai ukuran.
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Bank sampah menjadi bagian strategis yang harus disiapkan untuk dikelola
masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah mulal dari mengkasifikasi sampai pada
proses pengolahan atau pengepakan untuk pengiriman. Bank sampah ini menjadi salah
satu pilar utama bagi pengembangan konservasi taman laut dan lainnya yang berupaya
dikembangkan, Bank sampah ini harus berada dalam lokasi khusus yvang diupayakan
pengelolaannya tidak mengganggu aktivitas wisatawan.

Jasa peminjaman/penyewaan sepeda/sepeda motor adalah sebagai penunjang
bagi wisatawan yang berminat berkeliling pulau. Jika infrastruktur jalan keliling pulau
dan garis diagonainya, maka jaraknya relatif cukup untuk bersepeda/sepeda motor. Hal
ini tentunya jika pengembangan obyek wisata ke Pulau Bunaken dapat didiversifikasikan
sehingga tidak monoton di taman laut-nya. Bayangkan jika keliling Pulau Bunaken sudah
memiliki banyak daya tarik seperti: taman bermain anak-anak, kolam ikan laut atau
aquarium, taman bunga, kafe dan homestay yang trersebar, tempat berkemah yang
dirancang khusus para wisatawan, keliling pulau pesisir pantai memillki gazebo yang
ketersediaan relatif cukup, sarana olah raga yang relevan, unsur seni budaya yang aktif
menyajikan kontes berkelanjutan, warung-warung souvenir, jasa pliat/relaksasi yang
tersebar, dan lainnya.

Jasa dermaga menjadl sangat penting disiapkan mengingat semakin banyak
wisatawan yang berkunjung menggunakan perahu/kapal motor sendiri. Perahu/kapal
motor bahkan dirancang untuk sekaligus tempat nginap dan masak-memasak. Setiap
tahun rancangan model kapal pribadi/keluarga ini terus berkembang, dan hal ini seiring
dengan permintaannya. Hal ini tidak mengherankan banyak resort (hotel) pinggiran
pantai bahkan membangun dermaga khusus untuk menampung kunjungan tamu dalam
jenis ini. Tempat-tempat wisata dan pusat-pusat kawasan bisnis pinggiran pantai juga
banyak membuat dermaga khusus bagi wisatawan mancanegara dan nusantara vang
terus berkembang atau meningkat. Kapal pesiar perorangan/keluarga yang mazhal
dipastikan akan menyandar kepalnya di dermaga vang aman dan nyaman serta
kapasitas yang sesual. Ambil contoh: di kawasan bisnis pantai boulevard Manado,
sekarang ini berkembang mengalami kunjungan para wisatawan dengan menggunakan
kapal pribadi baik nusantara maupun mancanegara. Mereka yang datang bahkan ada
yang waktunya lebih dari sebulan di Kota Manado, karena mereka juga melaksanakan
kunjungan ke obyek-obyek wisata yang ada di Sulawesi Utara; seperti: sejumiah pantai
wisata, ke Danau Tondano, ke Bukit Salib Kanonang, keliling kota-kota dan daerah
kabupaten lainnya. Kadangkala mereka nginap di tempat lain, dan jika di Manado
mereka kadangkala hanya nginap di kapal mereka.

6.2. Bentuk Pengelolaan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
pengelolaan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat bermacam-macam
seperti:
- Usaha Perorangan/keluarga
- Usaha Kelompok
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Macam dan bentuk pengelolaan usaha dalam kaitan dengan perberdayaan ekonomi
masyarakat ada yang dapat dilaksanakan atau dinominasi oleh masyarakat lokal bersifat
perorangan ataupun kelompok dan koperasi serta BUMDes dan patungan, namun ada
yang harus ditambahkan dari luar lokal dengan kombinasi jumlah yang bervariasi.

Usaha perorangan atau kelyarga adalah yang menjadi pengelola adalah bapak
keluarga atau ibu keluarga dan dapat juga anggota keluarga lainnya seperti anak.
Jelasnya pengelola dari bentuk usaha ini adalah percrangan atau keluarga yang
bersangkutan. Bentuk pengelolaan seperti ini sifatnya segala kemanfaatan dan resiko
ataupun biays diterima dan ditanggung sendiri kecuali ada keikutsertaan dalam jaminan
asuransi, sehingga jika terjadi kerugian atau masalah yang relevan dapat ditanggung
oleh pihak asuransi, Kebaikan dari usaha perorangan/keluarga adalah; pertama, yang
bersangkutan atau keluarga bebas merencanakan dan mengelola bisnis yang
bersangkutan tanpa campur tangan dari pihak lain; kedua, membuka usaha dan tidak
melaksanakan usaha yang bersifat sementara waktu ataupun berhenti oleh karena
sesuatu alasan khusus, tidak memerlukan proses yang rumit. Kelemahan dari uszha
perorangan/keluarga adalah: pertama, resiko usaha ditanggung sendiri, di mana
tergantung akses keikutsertaan dengan perusahaan asuransi; kedua, modal terbatas
dengan kemampuan perorangan atau keluarga; ketiga, kecil peluang sharing berpikir
serius atau focus pada pengembangan perusahaan, karena yang berkepentingan untuk
kemajuan perusahaan adalah perorangan atau keluarga yang menjalankan usaha.

Usaha kelompok adalah sedikit perluasan dari usaha perorangan atau keluarga;
yakni bisa terdiri dari dua orang/keluarga atau lebih dengan melakukan kontrak formal
maupun informal atau komitmen yang dibangun bersama. Kelebihan dari usaha
kelompok meliputi: pertama, peluang memperoleh modal usaha dan fasilitas yang lebih
besar dapat terjadi; kedua, sharing pendapat yang berpeluang untuk perencanaan
usaha yang relatif lebih matang dibandingkan dengan perorangan atau keluarga; ketiga,
resiko usaha atau keruglan yang diterima dapat ditanggung bersama. Kelemahan dari
usaha kelompok adalah: pertama, keputusan untuk pengembangan usaha harus
mendapat persetujuan bersama; kedua, keputusan untuk membuka usaha atau berhenti
sementara ataupun menutup usaha dikarenakan alasan tertentu harus dikomunikasikan
bersama atau dalam artian tidak boleh sendiri.

Bentuk usaha koperasi asalkan pembentukan kelembagaan dipahami dan
didasarkan pada kepentingan dan komitmen bersama maka akan memberikan peluang
untuk berkembang sebagaimana dikehendaki. Kelehihan dan kelemahannya tidak
berbeda dengan yang dikemukakan dalam bentuk usaha koperasi pada pengelolaan
obyek wisata. Kelebihan dari pengelolaan dalam bentuk koperasi: pertama, dari tujuan
organisasinya adaleh untuk kesejshteraan seluruh anggota, sehingga manfaat yang
diciptakan akan mengarah atau bermuara ke anggota; kedua, kebijakan pemerintah
yang terus berkembang dalam memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha mikro
kecil (UMK), sehingga berbagai kemudahan dapat diperoleh seperti antara lain:
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pembinaan manajemen, pembinaan anggota, dan bantuan pembiayaan; ketiga, potensi
sumberdaya manusia pada keahlian tertentu dapat diperoleh dari internal koperasi:
keempat, potensi pembiayaan dapat diperoleh dari internal koperasi atau jaringan yang
dimiliki anggotanya; kelima, sebagai sarana pembelajaran bisnis bagi anggota, termasuk
adminsitrasi bisnis dan keuangan perusahaan. Keenam, struktur organisasi disamping
ada badan pengurus, maka dilengkapi dengan badan pengawas yang berfungsi untuk
memantau dan mengawasi jalannya usaha dan kepengurusan.

Kelemahan dari pengelolaan dalam bentuk koperasi: pertama, relatif kesulitan
memperoien satu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan usaha yang sama atau
terkait langsung untuk dikembangkan menjadi koperasi; kedua, keputusan
pengembangan usaha sangat tergantung pada rapat anggota, yang memiliki
keterbatasan untuk dikumpul dalam waktu yang dibutuhkan, padahal dinamika bisnis
memeriukan penyesuaian yang kontinyu terhadap kebijakan. Ketiga, pengurus
berpeluang untuk dapat mendominasi atau bahkan mengintervensi manajemen, karena
manajemen diangkat oleh pengurus. Keempat, pengurus memiliki kewenangan vang
didelegasikan oleh rapat anggota, di mana akan mendominas! pelaksanaan pengurusan
selama periode yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bentuk usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manjadi focus perhatian sekarang
ini, terutama setelah desa mendapatkan anggarzn dengan jumlah signifikan yang dapat
dikelola sendiri. Dalam hal ini di desa-pun memungkinkan ada potensi penyertaan modal
untuk melaksanakan usaha di perdesaan. Kelebihan dan kelemahan bentuk pengelolaan
inl sebetulnya tidak berbeda jauh dengan BUMD namun dalam aras vang lebih ke lokal;
katakanlah pada tingkat kelurahan di desa yang ada di Pulau Bunaken. Kelebihan dari
pengélolaan BUMDes untuk usaha di lokal Pulau Bunaken dapat dikemukakan antara
lain: pertama, potensl dana yang relatif tersedia yang dapat direncanakan oleh
pemerintah desa dalam prosedur anggaran. Dana dapat dialokasikan langsung dari pos
belanja modal dan dapat dianggarkan dari penyertaan modal. Kedua, pengelolaan dapat
langsung diseimbangkan antara kepentingan pemerintah lokal. Ketiga, pemantauan
terhadap dampak positif dan negative dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
alam dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pemerintah lokal khususnya.

Kelemahan dari pengelolaan BUMDes adalah: pertama, kemudahan untuk
intervensi pemerintah (khususnya pejabat) dalam manajemen sehingga tidak ada atau
mengakibatkan kekurangan kemandirian dalam mengelola, di mana dapat menghambat
profesionalisme. Kedua, intervensi dalam penentuan manajemen dan staf vang dapat
mengarah kepada kapasitas sumberdaya manusia yang realtif kurang diharapkan.
Ketiga, intervensi dapat terjadi bukan saja dari eksekutif tetapi juga dari kelembagaan
dan organisasi lain serta kekuatan lain yang memiliki jaringan dengan pemerintah.

Usaha patungan adalah dapat merupakan kombinasi dari bentuk usaha yang
dikemukakan di atas (perorangan/keluarga, kelompok, koperasi, dan BUMDes) serta
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dengan pihak lain di lingkungan lokal atau luar lokal. Kelebihan dari bentuk usaha
patungan adalah mengkombinasikan seluruh yang positif atau kelebihan dari setiap
bentuk usaha, sedangkan kelemahannya adalah berupaya untuk mengeliminir
kelemahan dari segala bentuk usaha yang telah dikemukakan. Hal pokok juga yang
perlu dipertimbangkan adalah jika patungan dilskukan dengan pihak lainnya di luar
lokal, maka diperiukan analisis dan kajian serta pemikiran yang serius mengingat
berbedanya pemahaman kepentingan dapat saja kontrak kerjasama yang dibuat akan
lebih menguntungkan pihak dari luar baik dalam jangka pendek, menengah, terlebih
jangka panjang. Oleh sebab itu tahapan pembuatan dan perumusan kontrak harus
dikritisi dan jika periu melibatkan konsultan yang berkompeten.

Pada Tabel 6.1.dapat diikuti matriks dari usaha ekonoml masyarakat dan
alternative bentuk pengelolaannya.

Potensi/ Peluang | Alternatif Bentuk Pengelolaannya
No R il Keterangan
Usaha nh:: wiemist | Hoperael | SUMDes | Pabungan
A | Berbasis SDA
Lokal
1 | Kuliner Makanan #eAedr kk T i a Lebih diutamakan r;ia:_:la
dan Minuman perorangankeluargal
kelomipok
2 | Cendramata nAK x K . *+ | Lehih diufamakan pada
perorangan’ keluarga!
e kelompok
3 | Pendampingan o e = = Lebih disfamakan pada
Snorkeling perorangan/keiuangal
kelompok
4 | Sewa Perahu s e * * Lebih diufamakan pada
percrangan’ keluarga!
kelompok
5 | Sewa Kapal Motar i i whw *hR * Lebih divtamakan pada
koperasi dan BUMDes
& | Jasa Antar Keliling kede T L2 g # Lebih didtamakan pada
Pulau dan Pulau percrangan/ keluarga/
Sekitarnya kelompok
7 | Jasa ik 4 * * * Lebih dwlamakan pada
Pendampingan perorangan/ keluarga
Penangkapan lkan
B Budidaya FEFPIK kE kit d kwy el * Dapat dikelola secara
seimbang dalam benbuk
FPergrangan! keluargal
kelompeok! Koperasil
= BUIMDes
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B | Potensi Ikutan
1 | Restoran/ Rumah % L k¥d * Lehin efektif dalam bentuk
Makan/ Kafe usaha kelompok! kaperasif
{Kuliner/Katering) Sdllins
2 | Homeslay L ki h ki * 1 Lebih divtamakan dalam
usaha perorangan/
kehsarga! ketompok
3 | Jasa Peminjaman/ i R L T * | Lebih diufamakan pada
Penyewaan Tenda koparasi dan BLMDes
Nginap
4 1 Jasa Pemmjaman/ = & Sk i * | Lebih divtamakan pada
Penyewaan Tenda Koperasi dan BUMDes
Acara & Sound
System
5 | Jasa MCK * * xx | wEw * | Lebih ditarmakan pada
Koperasi dan BUMDes
6 | Jasa Penyewaan x A xFx | TR # | Lebih dizamakan pada
Alat Selam/ Koperasi dan BUMDes
Snorkeling
T | Jasa Angkutan & e *h % *+ | Lebih diviamakan pada
Fantail Laut Koperasi dan BUMDes
& | Jasa Warung i Tk L i * | Lebih diutamakan pada
Kebutuhan Pokok! perarangand keluargal
Wisatawan sl
G | Jasa Pos dan 5 i e il * Lebifi diutamakan pada
Telekomuikasi Koperasi dan BUMDes
10 | Jasa Relaksas: *ky CE * * Lebih diifamakan pada
perorangand keluargal
! kelompok
i 11 | Jasa Pemandu/ ik £ * * * | Lebih diulamakan pada
Gunde perarangan
12 | Jasa Perahu Motor 2 s AR * I Lebih diutamakan pada
Katamaran Koperasi dan BUMDes
13 | Jasa Peminjaman *En R i e Lebih diutamakan pada
Sepedal Sepeda perorangan/ keluarga/
| Motor kelompok
14 | Jasa Dermaga o # | Diutamakan pada
Koperasi dan BUMDes
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6.3.Strategi dan Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pulau Bunaken
6.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Secara umum, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken adalah
"upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi
merespons peningkatan kunjungan wisatawan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya
pesisir dan potensi kelembagaan yang dimiliki”,

Skema 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Umum Mode! Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pulau Bunaken

TR : ; L STRATEG! UMUM &0
Eaa Ufwrn MEHIMGKATKAN KEEE_}AHTER.AAN EKGNBHi
CCHMASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI MERESPONS
PEHmr:mTAN HUNJUNGAN WISATAWAN DENGAN. um*m
F’EHAHFMTAH SUMBERDAYA PESISIR uAN Po"rEucu
i ! HELEMBA.GMN T‘AHG DI £

. ARAH wem.m_mm UMUM ;

12 Molaloden pongeoyt sm dxteibuonl |
dan pornasarars
TP o Ey e e P S e OBy i tﬂmﬁpn
s ELilc mea ek visaltag ol sl ekl [vghss pAdesE
[} Feaguntion masyaraknr 43 mm mesgsbros SammIE |
FrLS PO NINTAEIEA Bl PO R i 8 W s B I

| ISHEER RN ki & g i "'|| T PemDaREIRSn
|mmmmuumn—mu-um#m1“mqt {
Srawtah das “-‘l— -i-lm— o 1
IBE FEn T ol i i =y ummmm l.-.h.u-u-.-"_
! ymmg reimvos dan i dan dhiuke B Thetmn [draroh, rogloaal |
! s B R I

Arah kebijakan umum yang dapat ditempuh sebagai berikut; pertama, melakukan
penguatan terhadap pemilikan faktor produksi; kedua, melakukan penguatan distribusi
dan pemasaran; ketiga penguatan manajemen sumberdaya dan kelembagaan untuk
peningkatan serta memaksimalisasi nilai tambah (value added); keempat, penguatan
masyarakat dalam mengakses informasi serta peningkatan pengetahuan dan
keterampilan; kelima, penguatan dalam menyalurkan aspirasi kebutuhan pembangunan
(fisik infrastruktur dan non-fisik) dan fasilitasi pemerintah (nasional, provinsi, dan
kabupaten); dan keenam, penguatan dalam kemampuan mengakses serta memaknai
setiap kebijakan yang relevan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (daerah,
regional, nasional dan internasional),

6.3.2. Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Skedul dan Anggaran
a. Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi

Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi dibagi dalam tiga program yakni:
Pertama, Program peningkatan kemampuan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
kedua, Program peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan manajerial/skill:
dan ketiga, Program peningkatan kemampuan pembiayaan investasi dan modal kerja
serta infrastruktur,
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kKebutuhan pembangunan (fisik infrastruktur dan non-fisik) dan fasilitasi pemerintah
(nasional, provinsi, dan kabupaten), dan keenam, penguatan dalam kemampuan
mengakses serta memaknai setiap kebijakan vang relevan dari pemerintah dan
organisasi non-pemerintah (daerah, regional, nasional dan internasional).

6.3.2, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Skedul dan Anggaran
a. Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi

Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi dibagi dalam tiga program yakni:

Pertama, Program peningkatan kemampuan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
kedua, Program peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan manajerial/skill;
dan ketiga, Program peningkatan kemampuan pembiayaan investasi dan modal kerja

Ketak 61

Frogram Peningkatan Kemampuan Sumbsrdaya Alsm yeang Berkelanjutan

Tanhun/KegialanFPadki aan Anggaran (Jotean Fumah)

CEnTeE

1 Feningkaian Pemahaman penfingiiya pemaniaatan sumbandaya alam
vang optimal! berkelanjutan kepada seleruh  masyarakat, melaio
penvulohaniokakarya kepada aparat pemennlah desa dan  tokoh
masyarakal {peakivsan 2 dess dom omasing-rogsing sekifar 35 jula
Rupiah).

i)

2ieiaksangkan pemetaan terhadap kesesuslan lahan dan pesisiny
pantal  onlik. pemanfasten usaha taniternakiikan/hutan'hasi  laut
lairnya {biaya riset}

150

PGl Frgject 6  usane enmasuk pemaniaalan | sumberdaya
pessripantad dan davalan, (esing-rneazsog 12 ula Rugiah)

oo

4 Kaiinn degrados Sumberdays aiam pesiar dan allernative Monsarve s |

S idenliikasi koimodih parksbunan, parlaman den Peilamakan yang
bamaeluang dikembangkan (Blaya Riset) |

|5

150

-

o denfiiikasl pengembangan | sumberoaya  &r,  Koususnya &in
batarbarsitiminum Uik kepertingan KEonsums] dan osana  ekonooni
({Bigyva Fiisat)

50

NELEE

1, Fasdilasl oennembanoans porreasioalan sumbzrdays posisir/pantol doan
daratan, mbahan B useha

=0

2 Pambanounan prasarana’sarans Konsansash EIITIDBFCIE?E alan pesiEiy |

LAggEran cosual reksmancas] stodil)

E.x

SPenyediaeEn DD komodill perkebunan, penanian  oan  Deermarkan
fAnopaten sesunt rekemendast shud) i

[

A Pambangunan dan ;JE|EJ;_1|.1"1|.;:|-|-|E;|H_|1_ ;_u;ll_qu':r_l.!u'.ra_a:r. khususnya  air
Bakurbersifiminum  uninlk kepamlingan koansomsi dan usaha aloononm
SecEra berkekEnjglan [Sesum rekomendas swdi

bt

=CIB

1"{43'0“]'“&!1 Fasilgas pemasnTaatan sumbardasa pBﬂl’SDﬂ'ﬁﬂlﬂ.’ﬂl [=E-T)
daratan, 4 usshe

4L

=2 Malamulkan dan menambah ocbyak Fembangunan pr.ﬂ-s:arﬂnar'ﬁamnﬂ
humeeives Sumberdays alam possr (Angparan  sesuol  rekomandasi
studi)

B

S Metanjultkan Femwhbangunan den pengambangan sumbardaya  air,
Khususnyn ar Dakw'barsibdimiturn ontuk  Bepanlingan  konsumsi dan
umAaha akonnm sacara bedkaslanjutan Anggaran sesual rokomesdasi

s e

bt

=0T B

A hoianjutikan tasihasi paenaniaatan "E;urrfﬁ:uraaya Fosmn fpania]  oen
daratan. & usahe

T Rialojuiben Jan manmmbeh ohy ek PEmDangunan prasarana sarana |
konsoreazi Sumbordaya alam pasisr (Angoaran sasual rekomanoaal
Elreddi)

=0

2 MAalanictkain 'I.':E'l_n_\hkhgurlnn dan pengembangan sumbercaya  air,
Ehusasnya an  bohurbersibimanum . uriuk  kepanlingan konsumst dan
irtahn skanomi Secara berolanjutan

T MekmigLiken  laslilas  pEmantaalan  simbeiaye  pesEliipardal dan

dafaliaf, 7 sl

£ Malaniutkan dan meanaimban obyok FEMDaBNOUNEN DraEarmne SErans

huhsenmsi  Sumbsidays alam poasisic (ANEaran 283ausi rakomandasi arudi)
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J Metanjutkan pembangunan dan pengembangan sumberdaya air, [ bt
| khususnya ar bakwbersdyiminum  unbuk kepenlingan konsums: dan
usaha ekonomi secara barkalanjutan {Anggaran sesual rekomendas
sludi}
Hotak 6.2
Program Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusis dan Manajerial/Skill |
TahunkKegiatanPerkmaan Anggaran {Jutaan Rupiah)
2016 | 1identitkasi kiuster keterampilan dan keahfian serfa minaf berkadan| 50
dangan pepgembangan usaha (B risal)
2Rangangan kurikulfum pelafihan bardasarkan Kluster keterampilan, dan | 30
kelerpaduan dengan dasar kewirausahaan (5 modul masing-masing 6
juta Rupiah)
+Pelafihan pengembangan keleramplian berdasarcan Kluster (5 modul| 100
masng-masing 20 juta Rupah)
[ 4 tdentifikasi fakior vang mempengaruh kesehalan masyarakat vang | 35
i meniadi penghambal peninokatan produlktivitas masyarakat! lemasik
sanilasi lingkungan. (Biava risel)
& Meningkatkan program kegiatan dokier kebling dan tindakan provonti| b1
kesehalan masyarakal serta peningkatan dan pengembangan kader-
kador kesehmtan.
Z017 | 1Lanistan Pelaiman pengembangan relerampiian berdasarcan kuster | oo |
(3 usaha)
2 1ems melanjutkan program kegiaian oorier kel den tndskan | BT
prevenin kesehalan masyargkal sera peningkatan dan pengembangan
kader-kader kesehatan dibarenai sanitasi lingkungan.
3. Monitonng dan Evaluasi 15
2018] 1 Lanjuian Pelalihan pengembangan kslerampian berdasarkan duster. | 60
{3 Usahay
2 Terus malargulkan program kegistan dokier kekling dan bndaxan | Gt k
piavenlif kesehatan masyarakat serta pemngkatan dan pengambangan i
kKador.kader kesehatan, dibarang sanitas ngkungan.
T Montoring dan Evaluas] = 15
20107 1 Lanidlan Pelatihan pengembengan Reletampilan berdasarkan kluster, | G0 |
(3 usaha)
2. Tenes melajuthan progeem hegalan doklse keliling dan Gndakan | DL
preverdil kesohatan masyaakat sefa panmokatan dan panasmbangan
kadar-kadol kesehalan, dibarengi sanitasi mgkungan
J-wonitaring dan Evaluast 18
2070 | 1 1anjutan Pelalihan pangembangan kelzrampilan bardasarkan kluster. | 60
{3 usaha)
fil Z Tarus malanjutkan program kegiatan dokiar keiling dan lindakan | b1
praventi kesehalan masyarakat sora peningkalan dan pengembangan
kader-kader kesehialan, dibmengt sanitast lingkungan. f
3 Maniloring dan Evaluast 15|
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Rolak 6.3
Pragram Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja /Shill
sertz infrastruktur
EOmar P erkraan Anagaran (Juean mupia)
[Z0T8] T EEniikas usaha Kelompolioper S5l oIganis AL Kelembagasn simpan| 20
plrgam. (bizya riset)
Z Hencangan kunkuum palsbhen pENQernbannan Simoan pirjerm model| o0 |
pemberdsysan ekonomi masysraket, diswed lokekarya
ZPehthay penpembangan Smpanpenam  mMOGEl  pemberdaysan| B0
ekonomi masyerakat, (2 kelompok)
sEdst Projed Fenpembangsn simpen-pinjam mode]l pamberdayezn| Bl
ekonomi masyarekst Asumsi meStathen parbenkan cengan penjsmingn
kredit cdeh pemerintah [Beys manyesusiian}
B Io=nitRasi DErJE0iE0n eSS Ena/Carana Separt, cenmapa pelaounen | B0
SPBUL MCHK. TPA. dan lamnye (bigye risel)
B.FEnan Fenrpkatan Whm Nvesias] yang Gapal Mendamnpran vestar || B0
dar lusr deerah yang pargsturan MOtknys jelas unbuk frensfer
tetmologi dan pengembangan katenagakensan lokal
<7 Llaonsan  pelsshen  pengembangan | simpan-pinam mocel| 50
pembardsyaan ekenomi masyarekat (2 kelompok usahe)
anfilbian Fengembangan Smpar-pnam  model pemosrdayaan [ Bl
ekoromi mesysrakat Azums maihedhan parbarkan dengan penjaminen
kredit cleh pamerintsh ibaye menyssusitan)
I MemBangun £3n mergembsnghen kelembagean oskam wmplemantasi| Bt
penciplaan Iklim mvestssi yang depst mandsiangkan invesior dan luer
dssrsh yang pengatasn MOU-nys jelas untuk ransfer teknologi dan
pengembargsn  ketenagskersan ksl yenp berkelanjutan  (Lisyas
menyasuailkan)
A FerbeEnguneV CEnamGEnan | praseronsesiena  |acpeil | @maen | Bl
sebeiumnya) (Biays sasusi rekomendas! studi)
3.Moniloring dan Evaiuasi 15
2018 | 1.Lanjutan  pelatihan  pengembangan  simpan-pinjam  model| Bt
pemberdayaan ekonomi masyvatakal dibarengi  koasullasi (blaya
menyasuaikan)
2 Melanjutkan  Pembangunan/Penambahan prasaranalsarana (seperti| bt
tzhun sebelumnya) (biaya sesuai rekomendasi studl)
3 Monfioning dan Evaluasi 15|
2015 1 Lanulan pelathankonsutiast pengembangan simpan-pinjam model| bt
pemberdayaan ekoncmi masyarakal (Biaya Menyesuaikan)
2Mefanjulkan Pembangunan/Penambahan prasaranalsarana | bl
(sebagamana tanun seheliimnya), (biaya sesual rekomendasi studi)
3 Monitoring dan Evaluasi 15

P
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2020 | 1 Lanjulan pelalihanhonsuliasi pengembangan simpan-pinjam model] b
pemberdayaan ekoenomi masyarakal (biaya menvesuaikan)
2. Mefanjutkan PembangunanPanambanan prasaranalsarana | bl
{sebagaimana fahun sebeiumnya) (dengan blaya sesual rekomendasi
Shudl}
15

d-Monitoiing dan Evaluasi

b- Penguatan Distribusi dan Pemasaran Produk Masyarakat Pasisic

Frogram Penguatan Distribus: dan Pemasaran Produk Masyarakat Pesizir

Kotzk 8.4

4
!

Tahur/Reghatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Hupiahi

2016 1-Survel ideniikasl Kelembagaan pemssaran (Diaya neel) ETi)
2.8urvei jalur distribuslt produk dan prasarana penunjang pemasaran.| 25
[oEva nsen
3 Pelatihan pengembangan kelembagaan dan organizasi Kelompok | 50
usaha dan pemasaran (2 kelompok)

4 Menciplakan syslem” E-Marketing dalam meiakikad promos] produk | 38
ungoulan loxal daeran sedla lwrupsnannya, dan difungsikan secara
berkelanjuian

2017 | 1 Lanjutan pelalihan’ dan pendampingan kelembagaan dan olganisasi| 70
kelompok (2 Kelompok)

2 Pembemgunan prasarana hkelembagaan disinous! daf pemasaran| o4
[sesuzl rekomengas: siudi)

3 Monltofing dan evaluast pelalfhan, 13
d.lokakaryg pengembangan  kelembDagaan Oan  ganisasl Oniuk| 20
disiribiisi dan pamasaran

205 | Liabhan pematangan pengembangan kKelembagaan organisas dan| &0
ketompok distibust dan pemasaran. (2 kelompok dengan perkiraan
biaya masing-masing 30 juta Rupiah)

i i 2.Pembangynan (mehambah) prasarana ddn sarana kelembagaan| 6
distribusi dan pemasaian, (sesuai rekomendasi sludi)
J.Lokakalya lanulan pengembangan Relembagaan oan oigansas) Uniuk | 23
diEtrius dan pemasarsn (1 kali)
4. WanEodng dan evaiuasi kegialan peiathan 15

2019 | 1.Monilloning dan eValuasl sena pemantzuan kelompok Usaha dan| 40
prasarand distribust dan perasaen (4 ka3l masing-masing 10 jula
Rupiah)
< Rehatiflasi dan pemeliharaan prasarana dan 22iapa kelembagaan| B
dan ehstabys sena pemasaren (sesuai keberadzanrekomendasi Shydi}

2000 | 1.0Moniloring dan evaluasi sens pemaniatan kelompok usaita dan| &0
prasarana distrbusl dan pemasaran (4 kadi 2.1 dengan perkiraan biava
sebesar 15 iz Rupiah)

2 Henabblasl dan pemelharaan mrasaranz dan Saiana kslembagaan| B
dan distnbusl =erta  pemasaran  {secum  keberadaan dengan
rekemendasi studi)
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c.Penguatan Manajemen Sumberdaya dan Kelembagaan Usaha untuk Nilal
Tambah

Kotak 6.5
Frogram Pengembangan usaha melalui jasa Konsultasiklinik bisnis dan
ncukator bisnis seris pengembanpan hilivisasi produl
Tahun/Kegiatan/FPerkiraan Angaaran (Julaan Rupiah)
2018 | 1.lgenliticasi kKiusler pengemiangan katerampilan sumberdaya manusa| 30

| dan kelembagaan usaha (Diava riset)
Z Peialihan | Kewiradsanaarn pengembangan  hilinsasi  perian@En, | 35
perkebunan, peternakan, parikanan dan hasil ot lainnya {1 kal)
2017 | 1.Rencana aksl pilot project penpembangan kewlrausanaan hillisast| &0
produk penanian, petkebunan, pelernakan, pedkanan can hasid laue
i3 (5 bentuk preduk masing-masing 12 juta Rapah)

£.L0okAXKANVA pengembangan incubslor bisnis skala mikro kecl dan| 25
koperasi manurot Kiustar {1 k3l
3. Monliofing dan evaiiasl, 15
2018 | 1.Fra Pola pengembangan incubalor bisnl= melalul hiliisas] produk| 50
perikananasil laul 1Fnnva dan pertanian sera perkebunan dan jasa

penunjang dan usaha-usalia amnnyva (1 kali)
ZPembangunan  Kitk konsUNas! Distis yang lempadu  dengan| DU
ketembagaan moubalor biEnis. (lokasi Khusws, iaya sesual rekomendasi

studi}y

Z.Mpniforing dan evaluasi kegiafan ncubalor bienis. (3 kall masing- | 40 |
masing 10 juta Rupiah)
A.Penyuluhan Revilalisasi kefompok usshalkoperas: dan panambahan | 30
ke'ompok usahakoperasi dafam rangka pengembangan mangjemen. (1
| kail)

2013 | 1.Lanjulan pengembangan kinik konsuliasi dan Incubalor biznis (biaya | b1
disesyalian)
2. Mehitening dan evajuast Kegiatan Kimik Konslflas: Dismis dan incubator | 30 ||
biznis sada hilisasi produk. {2 kall maging-masing 10 juta Rupiah)
| 3 Lanjutan penyulvhan revitalisas] kelompok usahakoperasi dan| 20
peningkatan kapasitas manajemen kelompok usahakoperasi, (1 kal))
| 2020 | 1.Lanjutan pargembangan Kink konsuitasl dan incubator Bisnis (sesual | bt
kebutuhan)
2.Monjtering dan evaluasi keglatan Kinik konsultas! bisnis dan incubator | 30
blsnis sara hilirisas! preduk, (3 kall masing-maesing 1¢ juwa Ruplah)
2lanidan penyuluhan revilalisasi kelompok usahalioperasi dan | 35
peningkatan kualltas manajemen kelompok usehatoperast, (1 kali) %
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Kotak £

Fregram Pengembangan kepariwisalamn dalem inghup pembeidayesn mayarsts

prgisir
£ T AR, At vk et A aran [taan FUFias]
18| 1 Kajan bustings glan pengemibangan pacieinala Tang Aenmbgras | 150
[y m fet]
L7 g e e S e e e Y gy e e———

dengan model jocal communly bazed fowrsm dmengemdalkan pade
umbsrdaya dan maayaetal okal) (2 ok masing-matag dipekitaken
3 |ush Fhupiah)

2117 | 1 Pencana akH pédl irojetl pengembargen ik M kawasan pasimr

dengan moded lotal cammnonily based tronem (mengandaion pada
i smberiern (an Neakyardhal lgkad] [paaya enprementas) l

| oniping dan cvagas!, 13 Rk Maseig Mg 19 5 REp )

| 3078 | TMebnlikan pengembangsn Garmasls kawaian s Bengat moggl

Imzak community bazsd loumm fmengandalkas pads sumberdayz dpa
reayyarakad lkal) (bava lmalemeniasi|

24

ZM0ASNING dan cvawas, [ kall MAENp-mateg 10 jia Rapan)

201 | 1 Melanjrkan pergembangan parasEF KavwaLan patiss dengan moan

local comamuny Beeed inmism jmpespandetcas gads aemberdayz dam
mazyaraka lokal) [Blaya mplemenlis)

gl &

L]

|

G2 | T MeRAuTkan pengBMEangan paTvisaLs kaWasan pEAIST DenGEn moge

2Rienionng dan svaluagi (3 [ohasl masing.casieg 25 aia Foplan)

T3

focel cemmuniy Based fomdsit (nengandefan pada STHORTIEYE Ca0
madysribst okali uaya implementasi)

TS

2hbontonng dan evaluasi (3 bl maing paiting |5 ks Bogiah)

75|

d.EengMatan Masyamkat Terhamap Akses intormazl Pengetabiuan, Keterampsizn

dan Teknedog

Kok ET

Program Penguatan Masyarakal Terhadap Akses Informasd Fengatahiian,

Keiarampllan dar Teknolagi

TanduREgalan P ermraan Anggaran [Jinaan Rriah]

016 LX3EA0 FEDCiunan dar [enpencangan pRses TGS pangetirmn

| keteramplan din lskoiolgl Lagl pengembangan semd pembardayasn
mAsyaArakal

IPCmMDangunan  dan  kaan  penQembarnan  pEtpustIRaATAaMan
DACHA macvarakal (Meiyesiaikan |

T T e L e e e R e

far Inknolag
2017 | 1 Permaangunan peTaEH AT IArman Bacaat | masyacakal| B
PRSI SIS
‘S CangEn PeaperibangaEn welh wie KASOE TTOTES pEnjeEnean | BT
kelerarmpilan  dan  fakrciogl (sesval kebubiban den peningkan
infarmas
2 WITDIRIY Tin EvEliza, (7 Rall Mask-neassig 10 fola Fuman] TE
FFTE | 7 Melanhiiken perbargunar pepusElkennAETan bacaan masarEat | Ol
[HERET (e wuadian
Zlarplar PeAgemomngan web Sle hhuwas Fommas  pengtiaear, | B
Keterampilan  dan tekngionl (sesusl kebuilhan dan peningkalan
inferaraai)
T Rkl Han Svaiee) |5 kall rasing masng 70 [Uls AupsEn E7)
g Tharkfan patbangunan pemutikasriamsn BARSn mtyaraist]| BI
PeThT (TRTyeEtan ) !
Zlsmaan pengermbonpan web.ale Kesis (ETmaE pANgEiSHUEn, | GO
ketarampian dan  ekrolegl (sorual hotatuhon  dan penirghalan
infenrrsiy
B Wil brirey dan Svaiiaa! 3 Al Rt 19 fubs Fopean] =
205 | ¥ Mslanidkan pemEanginan parsustakanrwETan Gacanr mAFyArALE | B |
ARsisl {menyessnan)
7 Lanitar Pengemtangan websde khiEns meMmas) sangeBRun | B
ketwramplian  dan Jelnglcgl (sesuEl kebuiuhan  gan pEningraten
| s}

T Aderdodng dan avakmal (3 Fal mating-maelng 10 J0ie FRuaiah]
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s T TemHaIEITTiavEEe M r
 isala Baraken dan PemEcdayasEn Ma SYATER S | s

slalaan L |

e.Penguatan Kelembagaan/OrganisasifKelompok dalam Penyaluran Aspiras!
Kotak 6.8 ,
Frogram Penguatan kelambagaan/organizasi dan kelompok dalam
penyakiran aspiras},
TahunKegialan/Perkdraan Anggaran (Julzan Ruplsh)
|2016 | 1.Panyuluhan  dan Iokakarya  pengualan  Kelompok/ organisasi] 35

mesyarakat dalam penvaluran espirasi (1 kall)
2 Pilot Project revilalisasi dan pembentikan kelompok masyarakat yang | G4
| dapat difungsikan untuk penyaluran aspirasi — serta Implemerdasi dalam
; tzhapan musrenbang (biaya menyesuaikan)
(2017 | 1Melanjufkan penyuluhan dan Ichakerye pengualan  kelompoki| 35
organisasi masyarakat dalam penyaluran sspirasi, (1 kall)
2.Melanjutkan revitalisasi dan pembentukan kelompok masyarzkal yang | bt
i dapat difungsikan unluk penyaluran aspirasi — sera implementas! datam
| tahapan musrenbang. (blaya menyesuaikan)
3 Moniionng dan evaluasi (3 kall masing-masing blayanya sekiar 10 juia| 30
Rupiah). :|
2018 | 1 Malanjulksn pelaksanaan penyuluhan dan lokakarye penguatan| 95
kelompokd organisas measyarakel dalam penyaluran aspirast (1 kel
i | 2.Melanjilkan revilelisasi dan pembeniukan kelompok masyarakal yang | b1
dapal difungsikan uniuk panyaluran aspirasl - serz implementas| dalam
tahapan musienbang. (biaya menyesuaikan)
=.Mgailoning dan evaluasi (3 kall masing-masing sskitar 10 jula Rupiah), | 90
{2015 1.Melaniutkan penyuluhan dan  okakarya penguatan kelompokl | 35
organisasi masyarakat dalam penvaluran aspirasi. (1 kali)
4 Melanjirtkan revitahsas: dan pembeniuxan kelompok masyarakal vang | b
dapal difungsikan untuk penvaluran aspirasi — serla implementast dalam
tahapan musrenbang (menyesuatkan)
| 3 Monining dan ovaliasi (3 kall masing-masing biayanya sakitar 10702 | 30
Rugiah),
2020 | LMelanjutkan  penyuluhen dsn lokskarye penguslan  kelompokl | 95
organisasi masyarakat dalam penvaluran aspirasi. (1 kal)
§ 2 Molargdian rovitalisasi dan pembentukan kelompok masyarakat yang | B
dapat difungsikan untuk penyaluran aspirasi = seda implemantasi dalam
| ishapan mustenbang. (biaya manyesuaikan)
2 Monilonng dan evaluas (3 kall masing-masing sekiar 10 jula Fopiah,. | 30
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d.Penguatan Kemampuan MasyarakstMelompok Masyarakat dalam  Akses
Program darl Pemnerintah dan Bukan Pemeriniah

Kofak 6.9
Program Penguatan kemampuan masyarakathelompok masyerakat dalam
mengakses program dar pemerintah dan bukan pemerintah (dunia
usahafperbankan, perguruan tinggi, LSM, dan lainnya) dalam berbagal tingketan.
L Fahun'Kagalan/Parkiraan Anggaran (Julaen Fumeh)
[ 2016] 1 Pelatinan dan Iokakarya pengembancan dan penguatan kelompok| 35
dalam malakuken kenasama (loby dan negosiasi). (1 kali)
| 2Eslatihan membual dan imenyusiil propasal Uniuk pengembangan| 45
prasarans dan sarana sera usahe ekomoml (3 kall patkraan biaya
masing-inasing 15 juta Rupizh)
| &.Monftgrng dan evalussi (3 kall masing-rmasig Dayanya cokiar 10 juta | 30
Rupiah).
Dialog aspiralif masyarakatfelompok masyarakal OEnpan pemedniany| a5
pernerintah daerah dan legislatve (nasronal dan dagrah) (1 kel

2077 | 1.G¢lombana 1) Pelatihan dan lukakerya pengembangan dan pencuzlan | 35
ketompok dalam melakukan kegasams {oby dan negosiasiy {1 kal)
2Gelombang I Felalihan membuat den menyusun proposal umiok | 25
pengembangan prasarana dan sarana sera usaha skonomi. (1 kally

| ¥Digioy aspratl Janjuen masyaakalkeiompok masyarakal dengan | 20
pemerintah’ pameriniah daeral dan eglzialive (nasional dan dasrah),
4 Monilarng dan evaluasi (3 Kal masng masing bisyanya sekitar 10 jata | 20
Hupiah).

| 2078 | TGeiomtiang 11l Pekanhan oan lokekarya pengembangan dan panguatan | 35 |
kelompok dalam melakukan kerjasama {ioby dan negosasi. {1 kak) !
25Gglombang 11 Pelatihan memBuat dan menydsun proposal unigk | 35 |
pangembangan prasarans dan sazna serte usabe &konomi. (1 kal)

= 3.Dialog aspirall lanuian masyarakabkelompok masyarakal dengan | 40
pemerntah' pemenniah daerah dan leasiEtive (nesions] deEn daeran},
4 Monitonng dan evaluas: (3 kall masing-masHy ayanya cekitar 10 juta | 20

|| Fupiah}

| 2079 TG#ombang v Pelstihen dan  DReKarva  pengsmbargan dar| 95
pengtiatan kelompok dalam malakukan ketissama (loby dan negosiasi)
(1 kali)

T | ZCcbmbang IV Delatihan membual dan METYUsL pioposal untuk| 25
pengembangan prasarana dan saiana sera usaha ekonomi, {1 kall)
JHalog aspirall fargulan mosyaakal kesompok mesvarakal dengan | 40 | |
pemerintaly’ pemanintah daer s dan legisiative (naskonal den dasrah), J
4.Monlloring dan evaluasi {3 kali masing-masing biayanya sekdar 10 ula | 30
Rupiah)

20201 1 Gelombang V Pelalihaa dan Iokakarya pengembangan dan penguatan | o5
ketompok dalam melakitkan kedesama (loby dan negosissi. (1 kal)
ZCelombang V Pelathan mombual dan menyusun proposal oniuk| 35
pengambangan prasarana dan sarana serts usang ekonomi {1 k3l

| 3.iaiog aspirafil Tanjulan masyarakabkslompok masyarakal dengan| 40
pamerintah/ pemarntah daerah den leaistalive (nasional dan daerah) —
rutin dilaksarakan tiag 1ahun [
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dua desa yang ada di Pulau Bunaken memiliki
karakteristik yang relatif sama untuk memanfaatkan daratan, pantai dan laut.

Kondisi pendidikan masyarakat pesisir umumnya berpendidikan formal SD dan
tidak tamat SD, di mana tingkat keterampilan yang dimiliki masih mengikuti.

Kondisi keterampilan masyarakat umumnya masih dalam kapasitas tradisional
dalam mengelola pasca panen dari hasil perikanan dan hasil laut lainnya serta
hasil perkebunan, termasuk dalam kelembagaan dan pemasarannya.

Sumberdaya air memerlukanpengembangan, di mana kapasitasnya sangat
menyusut di musim kemarau dan memberikan dampak serius terhadap
reputuhan bisnis dan terutama kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken adalah diarahkan untuk
strategi umumnya adalah “upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat melalui optimalisasi merespons peningkatan kunjungan wisatawan
dengan upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir dan potensi kelembagaan yang
dimiliki”

Arah kebijakan umum yang dapat ditempuh adalah: pertama, melakukan
penguatan terhadap pemilikan faktor produksi; kedua, melakukan penguatan
distribusi dan pemasaran; kefiga penguatan manajemen sumberdaya dan
kelembagaan untuk peningkatan serta memaksimalisasi nilai tambah (value
added); keempat, penguatan masyaraket dalam mengakses informasi sertz
peningkatan pengetahuan dan keterampilan; kelima, penguatan dalam
menyalurkan aspirasi kebutuhan pembangunan (fisik infrastruktur dan non-fisik)
dan fasilitasi pemerintah (nasional, provinsi, dan kabupaten); keenam penguatan
dalam kemampuan mengakses serta memaknai setiap kebijakan yang relevan
dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (daerah, regional, nasional dan
internasional).

Dalam tahap awal perlu segera dibuat bussines plan pengelolaan abyek wisats
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken.
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7.2, Saran-Saran
7.2.1. Upaya pemberdayaan ekoriomi masyarakat Pulau Bunaken memeriukan usaha
yang sistematis serta berkelanjutan

7.2.2. Upaya pemberdayaan ekonomi masayarakat Pulau Bunaken memerlukan
target sampai pada pencapaian kemandirian dalam berbagai aspek seperti:
dalam menentukan produksi, distribusi, dan pemenuhan konsumsi disertal
kemampuan dalam mengakses dan memeberikan aspisasi yang efektif.

/.2.3. Analisis fnvestasi pengembangan obyek wisata Bunaken perfu segera
dilakukan pada tahapan awal
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